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MOTTO 
 
طعأاو يرج ألْا هرجأ قلب نأ يج  ف هقرع   
"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Ta 
ث Sa s Es (dengan titik di atas ) 
ج Jim j Je 
ح Ha h Ha (dengan titik di bawah ) 
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خ 
kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż Zet (dengan titik di atas) 
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ز zai z Zet 
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م 
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nun n En 
و 
wau w We 
ه 
Ha h Ha 
ء 
hamzah ‘ apostrof 
ي 
Ya y ye 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau menoftong dan atau vokal rangkap distong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnnya berupa tanda atau harakat, 
trnaslitasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
  َ 
Fathah A   ب ت ك 
  َ Kasrah I   م ر ك 
  َ 
Dhammah U   ر
 ك ذ 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translitasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
ي   َ 
Fathah dan ya Ai 
 kaifaفْي ك  : 
و   َ 
Fathah dan wau Au   لْو ه :  haula 
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Harakat dan 
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Huruf dan 
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5. Saddah (Tasydid) 
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Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah 
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Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubngkan dengan 
tanda hubung. 
Contoh: 
Asy-syamsu:   سْمَّشلا 
Al-qalamu :   م ل قْلا 
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ABSTRACT 
 
AHMAD KHUDZAIVI, 26.09.2.1.010, “LABOR RIGHTS IN THE PROCESS 
OF BANKRUPTCY PERSPECTIVE ISLAMIC LAW (The Study of The 
Analysis of Law No. 13 of 2003 On Labor)”, Syari’ah Faculty, Major Muamalah, 
Institut Islamic Relegion State Surakarta, Year 2013/2014. 
Bankruptcy has effect for all creditors, labor is no exception. settlement of 
property the debtor to the creditor in the event of the debtor is declared bankrupt 
will depend largely on the position of the creditors. The position of labor creditor's 
preferred placed as having special privileges, which will get the first in 
bankruptcy. However, the property the debtor in bankruptcy is sometimes not 
enough to pay off all his debts bills including salaries and severance to labor as a 
preferred creditor. Therefore the author will examine these issues by formulating 
three problems namely: How the completion of labor rights in the process of 
bankruptcy according to law No. 13 of 2003 On Labor. How the completion of the 
rights of labor in the process of bankruptcy according to islamic law. How do the 
views of Islamic law on the settlement of the labor rights in the process of 
bankruptcy according to law No. 13 of 2003 On Labor. 
This research use research literature review or library research. While the 
method of data collection with the libraries in the study method, for in three parts, 
namely primary, secondary and tertiary. While some of the analysis using the 
pattern of thought diskriptif analysis i.e. research with the process of collecting 
data and then the data is analyzed. 
The conclusions of this research in general law No. 13 of 2003 On Labor 
is in compliance because Islamic law already gives privileges in the fulfillment of 
their rights. but still need to revise several sections to make the provisions of the 
law in the Undangg more robust in protecting labor rights in the process of 
bankruptcy and the Government should establish a policy to provide concrete 
guarantees and protection of the rights of labour or labour in the event of 
bankruptcy. 
Keywords: employment, the rights of labor, bankruptcy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka pembangunan nasional untuk membangun manusia 
Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, 
baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang 
penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. 
Oleh karenanya diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga 
kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu 
pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang 
berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 
 
1 
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Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan 
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan 
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
Di dalam operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan 
perkembangan dan peningkatan laba (profit), ada banyak resiko dari bisnis 
baik itu resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko operasi. Dimana semua 
hal itu bisa mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut 
dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena 
tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya. 
Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan 
seluruh harta dari seorang debitor pailit dalam status sita umum (public 
attachment). Untuk kemudian oleh kurator yang diangkat untuk melakukan 
pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut akan dijual dan hasilnya akan 
dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan 
hak yang dimilikinya.1 
Sedangkan penentuan golongan kreditur didalam kepailitan di 
Indonesia adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan pasal 1138 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 
                                                          
1 Penjelasan UU No.37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
3 
 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU). 
Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, golongan kreditur tersebut 
meliputi : 
1. Kreditur yang kedudukannya diatas kreditur pemegang saham jaminan 
kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur 
ini terdapat di dalam pasal 21 UU No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan. 
2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur 
separatis (dasar hukumnya adalah pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). 
Jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah: 
a. Gadai 
b. Fidusia 
c. Hak Tanggungan, dan 
d. Hipotik Kapal 
3. Utang harta pailit, yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah 
sebagai berikut: 
a. Biaya kepailitan dan upah kurator 
b. Upah tenaga kerja, baik untuk waktu sebelum debitur pailit maupun 
sebelum debitur pailit.2 dan 
                                                          
2 Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
4 
 
c. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya.3  
4. Kreditur Preferen khusus, sebagaimana terdapat didalam pasal 1139 KUH 
Perdata, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam 
pasal 1149 KUH Perdata; dan 
5. Kreditur konkuren, kreditur golongan ini adalah semua kreditur yang tidak 
masuk kreditur separatis dan tidak termasuk kreditur preferen khusus 
maupun umum (pasal 1131 jo. Pasal1132 KUH Perdata). 
Didalam penjelasan diatas tagihan tenaga kerja berada di urutan ketiga 
dibawah kreditur pemegang jaminan kebendaan ( Kreditur Separatis) , tetapi 
tagihan pembayaran upah pekerja dikategorikan sebagai hak istimewa umum.4 
Ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 95 ayat 4 UU No 13 Tahun 2003 
tetang Ketanagakerjaan yang mengatur: 
“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya 
dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” 
Diperkuat dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa: 
“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang 
terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan 
merupakan utang harta pailit.”5 
Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus 
mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta 
                                                          
3 Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU). 
4 Pasal 1149 KUH Perdata. 
5 Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU). 
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pailit dalam daftar utang piutang harta pailit.6 Daftar tersebut harus 
diumumkan pada khalayak umum.7 Sebelum akhirnya dicocokkan dengan 
tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.8 
Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator 
dan tagihan kreditor, maka hakim pengawas berwenang untuk mendamaikan. 
Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus 
diselesaikan melalui pengadilan.9 
Artinya sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditur konkuren, maka 
tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus 
dipenuhi  lebih dahulu. 
Walaupun sudah jelas dinyatakan demikian tetapi seringkali Kurator 
bekerja hanya memakai acuan hukum berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan keputusan berdasarkan Pasal 
165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari 
banyaknya kasus-kasus perburuhan pada perusahaan yang sedang mengalami 
pailit. Seringkali ketika perusahaan tersebut yang dinyatakan pailit mengalami 
masalah pembayaran upah dan pesangon dari pekerja yang tidak jelas dan 
bahkan pekerja/buruh sangat sulit mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
                                                          
6 Pasal 102 jo. Pasal 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
(PKPU). 
7 Pasal 103 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU). 
8 Pasal 116 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU). 
9 Pasal 127 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan (PKPU). 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 
dibahas adalah: 
1. Bagaimana penyelesaian hak pekerja dalam proses kepailitan menurut UU 
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyelesaian hak pekerja 
dalam proses kepailitan  menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan? 
 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Studi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain : 
a. Memberikan gambaran tentang bagaimana penyelesaian hak pekerja 
dalam proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
b. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang penyelesaian hak pekerja 
dalam proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini 
antara lain: 
7 
 
a. Untuk menembah wawasan, pengetahuan dan pemahan yang 
mendalam tentang hak pekerja dalam proses kepailitan, khususnya 
bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 
b. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk pengembangan 
khasanah bidang keilmuan khususnya hak pekerja dalam proses 
kepailitan. 
 
D. Telaah Pustaka 
Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, seperti yang 
telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk 
melakukan kajian terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai 
relevansi topik yang ingin diteliti sebagai berikut: 
Azfalur Rahman dalam buku Doktrin Ekonomi Islam dijelaskan bahwa 
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan 
menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para 
majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.10 Seorang majikan 
tidak boleh bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak 
sepenuhnya dari bagian mereka. 
Lalu kaitan kepailitan dan ketagakerjaan yang berhubungan dengan hak-hak 
tenaga kerja sedikit dibahas oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asybah 
wa al-Nadair di dalam permaslahan kepailitan menerangkan bahwa putusan 
pailit kepada seseorang yang memperkerjakan tenaga kerja/karyawan bisa 
                                                          
10 Afzalur Rahman, 2003,  Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti 
Wakaf), hlm. 14. 
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dicabut ketika majikan tersebut telah membayarkan upah tenaga 
kerja/karyawan dan kontrak tenaga kerja/karyawan tersebut sudah berakhir.11 
Karsono di dalam bukunya Kepailitan dan Penundaan Pembayaran 
menerangkan masalah kepailitan pada pelunasan utang debitur pailit dari 
penjualan aset debitur tersebut hasilnya untuk membayar utang dengan 
mengklarifikasikan urutan para kreditur preferent sampai kreditur konkuren.12 
Skripsi Muh.Ibnu Mas’ud dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja (Studi di Koperasi Wanita 
Saraswati Syari’ah Palur Karanganyar).13 
Perbedaan yang menonjol dengan skripsi diatas adalah kosentrasi 
pembahasan atau objek yang dikaji, sementara skripsi tentang kepailitan di 
IAIN surakarta belum ada yang mengkajinya. 
 
E. Kerangka Teori 
Secara etimologi, at-taflis berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. 
Dalam hukum positif, kata pailit mengacu kepada keadaan orang yang terlilit 
oleh utang. Dalam bahasa fiqh, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas 
(berarti: tidak memiliki harta /fulus), sedang orang yang mengalami pailit 
disebut muflis dan putusan hakim yang menetapkan bahwa seseorang jatuh 
pailit adalah taflis. 
                                                          
11 Jalaludin As-Syuyuti, Al-Asybah wa al-Nadair , (Lebanon: Dar Al Kutub Al-islami), 
hlm. 258. 
12 Kartono, 1974,  Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Jakarta: Pradnya Paramita), 
hlm. 8. 
13 Muh. Ibnu Mas’ud, 2008,  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja 
(Studi di Koperasi Wanita Saraswati Palur Karanganyar). Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam Jurusan Muamalat IAIN Surakarta. 
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Secara terminologi, at-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para 
ulama fiqh dengan: 
لعج مكالحا نوديلما اسلفم هعنبم نم فرصتلا في هلام  
 
“Keputusan hakim melarang seseorang yang sedang bangkrut bertindak 
hukum atas hartanya.”14 
 
Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  
Padalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan 
dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan 
hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. 
Dengan demikian muflis (taflis) adalah orang yang jumlah utangnya 
lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya 
berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang 
kepadanya.15 Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari 
Abi Hurairah r.a berkata: 
نع بيأ ةريره يضر للها هنع  :  نأ لوسر للها ى لص للها هيلع م لسو لاق  :اذإ سلفأ لج رلا ,
دجوف لج رلا هدنع هتعلس اهنيعب ,اوهف   قحأ ابه  
 
“Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: apabila sesorang jatuh 
pailit lalu ada pemilik piutang yang menemukan hartanya (barang 
dagangannya) ditangan orang jatuh pailit tersebut, maka dia lebih berhak 
terhadap hartanya.”16 
 
                                                          
14Muhammad bin Syihabuddin Arramli, Nihayatul Minhaj, (Beirut: Darul Fikr, 1984),  
hlm. 310. 
15 Hendi Suhendi, 2007, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 229.  
16 Al-Bukhori, Shohih Bukhori,  (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah), Juz 3, hlm. 78. 
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Dalam pandangan Islam Pekerja di Istilahkan dengan Ijarah, yang 
didefinisikan sebagai akad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan 
ajir) dengan memperoleh imbalan berupa upah/ujrah dari musta’jir. Dalam 
Al-Qur’an disebutkan: 
  تَلَاق َا مهُاَد  حِإ َاي  ِتََبأ  مه رِج أَت  سا   ۖ  نِإ  َر  يَخ  ِنَم  َت رَج أَت  سا   يِوَق لا ينِمَ  لْا.  
(صصقلا 62) 
 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya". 17 
 
Dalam Hadist disebutkan: 
نع عبد ه للا نب رمع لاق لاق لوسر ه للا   لصى ه للا هيلع م لسو طعأاو يرج  لْا هرجأ 
قلب نأ يج  ف هقرع 
Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."18 
 
Definisi di atas secara tidak langsung menyinggung tentang rukun 
ijarah yang terdiri dari: 
1. Sigat Akad ( ijab dan qabul), 
2. pelaku akad ( Ajir dan Musta’jir) serta 
3. Obyek akad atau manfaat (al-ma’qud ‘alayh)19 
Di antara titik temu transaksi adalah ujrah (upah) yang merupakan 
kompensasi terhadap aktifitas yang dilakukan ajir (pekerja). Seorang ajir 
berhak atas ujrah, namun pada saat yang sama, ajir tersebut memiliki 
                                                          
17 Departemen Agama RI, 1998, Alqur’an dan Terjemahannya…hlm. 388. 
18 Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar,( Surabaya: 
Bina Iman, 1995), hlm. 695. 
19 Rahmat Syafi’i, 2000, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 125. 
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tanggungjawab untuk melaksanakan aktifitas sebagaimana diminta oleh 
musta’jir (penyewa/pemberi upah).20 
Isu yang selalu muncul di dalam masalah ijarah adalah tenaga kerja 
yang selanjutnya sering disebut dengan buruh ialah orang yang hidupnya 
bergantung pada orang lain atau badan /lembaga lain di mana dari orang atau 
badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang lain serta badan/lembaga tersebut 
dinamakan majikan. Pekerja dan majikan merupakan sirkel gerak ekonomi. 
Sedangkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, ialah orang yang 
melakukan usaha atau bekerja baik berupa kerja fikir maupun kerja jasmani, 
atau kerja fikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan 
jasa-jasa ekonomi yang menjadi kebutuhannya. Sedangkan buruh adalah kerja 
pekerja yang kebanyakan menggunakan tenaga jasmani. Nilai kerja diukur 
dengan kemampuan menambah barang dan jasa yang bermanfaat, atau 
menambah manfaat dari barang dan jasa yang sudah ada.21 
Ajir (pekerja) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu; 
1. Al-ajir al-khas 
Al-ajir al-khas adalah orang yang menyediakan jasanya hanya untuk satu 
orang saja, dan dalam waktu tertentu. Dan tidak boleh menyewakan 
jasanya kepada orang lain. 
2. Al-ajir al-musytarak 
Al-ajir al-musytarak adlah orang yang menyewakan jasanya untuk 
khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak,,orang 
                                                          
20 Ibid. 
21 Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majlis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 
5-6 juli 1995 tentang hubungan kerja dan ketenagakerjaan dalam perspektif Islam. 
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yang menyewakan tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang 
lain.22 
Untuk mendapatkan apa yang menjadi hak tenaga kerja, tentu harus 
melalui dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban tenaga kerja, 
diantaranya adalah: 
a. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan yang dijanjikan. 
b. Pekerja wajib bekerja dengan tekun, teliti, dan cermat dalam 
pekerjaannya. 
c. Pekerja wajib menjaga keselamatan barnaag yang dipercayakan 
kepadanya untuk dipekerjakan. 
d. Pekerja wajib membayar ganti rugi atas barang yang dirusak. 
Setelah menjalankan semua kewajibannya, tenaga kerja berhak 
mendapatkan hak-hak mereka dari musta’jir, hak-hak mereka dilindungi 
dengan sabda Nabi Muahammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 
أ نعبيه  ر  للا يضر ةري  نلا نع هنع هص بي  ل  للا ى هيلع هم لسو قلا قلا ه للا ةثلاث  انأ 
 لجرو هنثم لكأف ا رح عاب لجرو ردغ  ثم بي ىطعأ لجر ةمايق لا موي مهمصخ
هرجأ طعي لمو هنم فىوتساف ايرجأ رجأتسا 
 
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata : Rasullah saw. 
Bersabda. “Ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari 
kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan 
mengalahkannya pada hari kiamat ; 1. Seorang yang memberi 
(sesuatu) karena aku, kemudian dia berkhianat. 2. Seorang yang 
menjual orang merdeka dan dia makan uang harganya. 3. Seorang 
                                                          
22 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar al Fikr), Juz 4, 
hlm. 3019. 
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yang memperkerjakan seorang buruh, dan buruh tersebut sudah 
memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya”.23  
  
Hak-hak pekerja pada dasarnya meliputi: Hak Material: 
upah/gaji/hasiah/saham dan sebagian keuntungan perusahaan. Dan hak 
Immateriil: keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan 
menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hari tua, cuti dan hak 
berkumpul/serikat. Sedangkan hak-hak pekerja secara umum adalah: 
1. Hak atas upah 
2. Hak atas jaminan kecelakaan atau keselamatan kerja 
3. Hak atas jaminan sosial  
4. Hak atas perlakuan baik dalam lingkungan kerja24 
Sifat akad ijarah  merupakan akad lazim (mengikat). Menurut 
pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat 
atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Hanafiyah, 
akad ijarah bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, jika ada tetap 
diteruskan, maka manfaat atau upah tidak akan bisa dinikmati oleh pihak-
pihak yang berakad. 
Menurut pendapat ini, hak dalam akad ijarah tidak dapat diwariskan. 
Berbeda dengan mayoritas ulama Malikiyah dan Safi’iyah, akad ijarah tidak 
                                                          
23 Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar,(Surabaya: 
Bina Iman, 1995), hlm. 695. 
24 Choeruman Pasaribu, dan Suhendi K, Lubis, 1987,  Perjanjian dalam Islam (Jakarta: 
Grafika), hlm. 87. 
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bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad 
lazim seperti jual beli.25 
Batalnya akad ijarah itu berdasarkan sesuatu yang akan terjadi atau 
ketika adanya cacat barang yang dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan 
pendapat ulama Hanafiyah yang membagi beberapa halangan yang dapat 
menyebabkan batalnya ijarah menjadi tiga: 
1. Halangan dari pihak musta’jir. Seperti bangkrutnya musta’jir atau ganti 
profesinya musta’jir karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari 
keadaan mereka ketika itu. 
2. Halangan dari barang yang disewakan: seperti adanya hutang dan tidak 
ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual aset yang 
disewakan tersebut. 
3. Halangan yang berimbas pada aset yang disewakan atau sesuatu yang 
dipekerjakan: seperti seseorang menyewa kamar mandi untuk digunakan 
masyarakatnya beberapa waktu, akan tetapi masyarakatnya 
bertransmigrasi semua, maka pihak pemberi sewa tidak berhak 
mendapatkan fee (upah).26 
Pembatalan kontrak ijarah bisa dilakukan secara sepihak, karena 
adanya alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset 
sewa itu sendiri.27 selanjutnya, kontrak ijarah bisa berakhir karena: 
                                                          
25 Dimyauddin Djuwaini, 2008, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar), hlm. 160. 
26 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,  (Damaskus: Daar al Fikr), Juz 4,  
hlm. 756. 
27 Ibid. 
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1. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah  bisa berakhir dengan 
meninggalnya salah satu pihak, sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah 
itu tidak batal, tetapi bisa diwariskan. 
2. Adanya keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. 
3. Rusaknya aset yang menjadi obyek sewa dan tidak dapat mendatangkan 
manfaat bagi penyewa. 
4. Masa perjanjian telah usai, atau karena alasan lain yang dibenarkan. 
Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis tentang hak 
tenaga kerja dalam proses kepailitan dan fasah-nya (batalnya) kontrak ijarah 
jika terjadi kepailitan yang menimpa musta’jir (pemberi kerja). Dari analisis 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa perundang-undangan 
yang belum sesuai dengan hukum islam dan ada yang telah sesuai denga 
hukum islam. Hal tersebut menyebabkan  tidak terpenuhinya lima hak dasar 
(al-daruriyyat al-khams), yakni: 
1. Terlindunginya hak berkeyakinan sesuai kepercayaan yang dianut (hifz al-
din). 
2. Terlindunginya hak untuk hidup secara layak (hifz an-nafs). 
3. Terlindunginya hak reproduksi (hifz al-nasl). 
4. Terlindunginya hak kepemilikan barang dan jasa (hifz al-mal). 
5. Terlindunginya hak untuk berpikir bebas (hifz al-aql). 
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F. Metode Penelitian 
Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode-metode yang 
sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga obyek penelitian, yang 
selengkapnya diuraikan sebagai berikut; 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan yakni 
menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan buku-buku 
serta dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan. 
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu 
memberikan gambaran secara definitif mengenai hak pekerja dalam proses 
kepailitan dengan memberikan kejelasan obyek kemudian dipandang 
dalam Hukum Islam dengan memberikan penilaian yang obyektif. 
3. Sumber Data 
Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian 
adalah: 
a. Sumber Primer UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
buku-buku yang membahas hak pekerja dalam proses kepailitan, Al-
Quran dan Hadist. 
b. Sumber Sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan yang mendukung 
sumber primer. 
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c. Sumber Tersier, sumber yang dimaksud adalah kamus, kamus 
ensiklopedi dan lain-lain. 
4. Teknik Anilisis Data 
Setelah data-data diperoleh kemudian diolah, disajikan dan dianalisa 
dengan memakai Analisis Diskriptif dengan menggunakan alur sebagai 
berikut: 
a. Analisis Deduktif, dimaksudkan untuk  memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa 
agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di 
dalam kerangka menyusun teori-teori baru.28 Menurut Peter Mahmud, 
bahwa penelitian hokum normative yang mengkaji sistem norma 
sebagai objek kajiannya dapat menggunakan logika deduktif dengan 
alat silogisme untuk membangun preskriptis kebenaran hokum. Proses 
penalaran ini akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan 
perundangan, prinsipnya hukum, dan ajaran/doktrin hokum sebagai 
premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.29 
Jadi penulis disini menggunakan pola pemikiran yang dimulai dengan 
mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan 
kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dengan penjelasan secara 
deknitif tentang hak pekerja dalam proses kepailitan menurut UU No. 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pandangan Hukum Islam 
                                                          
28 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press), hlm. 10. 
29 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana), hlm. 41. 
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tentang hak pekerja dalam proses kepailitan kemudian dianalisa dan 
disimpulkan. 
 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari lima bab sebagai berikut: 
Bab I pendahuluan yang didalamnya diuraikan latar belakang 
masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II Yaitu membahas tentang Hak Tenaga Kerja Dalam Proses 
Kepailitan Menurut Hukum Islam 
Bab III Membahas tentang Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan dan 
Penyelesaiannya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. 
Bab IV Yaitu tentang Analisa Pembahasan, Yakni Pandangan Hukum 
Islam Terhadap Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Menurut 
UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Bab V Merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan 
atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran 
yang didasarkan dari hasil penelitian. 
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BAB II 
HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN  
MENURUT HUKUM ISLAM 
 
A. TAFLIS (PAILIT) 
1. Penetapan Orang Pailit 
Penetapan seseorang jatuh pailit menurut hukum Islam, terdapat 
perbedaan pendapat ulama fiqih dan statusnya berada di bawah 
pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. 
Ulama Malikiyah, dalam persoalan ini, memberikan pendapat secara 
rinci.1 
a. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang 
berhak melarang orang yang jatuh palit itu bertindak hukum terhadap 
sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang 
membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewasiatkan 
harta, menghadiahkan dan melakukan akad mudharabah. 
b. Persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara 
yang berutang dengan orang-orang yang memberi utang dapat 
melakukan ash-shulh (perdamaian). Dalam kaitan dengan ini, orang 
yang jatuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang bersifat 
pemindahan hak milik sisa hartanya seperti, wasiat, hibah, dan kawin. 
                                                          
1 Nasrun Haroen, 2007, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya media Pratama), hlm. 192. 
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c. Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau 
sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan 
jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-
utangnya. Gugatan tersebut diajukan besertakan bukti bahwa hutang 
yang ia miliki melebihi sisa hartanya dan hutang tersebut telah jatuh 
tempo pembayarannya. 
Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan 
jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum 
ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala 
bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang 
berutang itu telah dinyatakan jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya 
untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya 
itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya utang, 
akan dan hakim juga berhak menjadikannya di bawah pengampunan, serta 
hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual 
sisa harta orang yang dinyatakan pailit dan membagi-bagikannya kepada 
para pemberi utang, sesuai dengan presentase piutang masing-masing.2 
2. Status Orang Pailit 
Dilihat dari Status hukum orang pailit para ulama fiqh dalam persoalan 
ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 
orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di 
                                                          
2 Ibid., hlm. 193. 
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bawah pengampunan, sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan 
tindakan hukum. 
Menurut jumhur ulama, termasuk dua orang tokoh fiqh terkemuka 
Mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Ibn Al-Hasan Asy-
Syaibani, seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh 
dianggap sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, dan dia 
dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. 
Sedangkan jumhur ulama, selain Malikiyah, menyatakan bahwa untuk 
menetapkan orang yang jatuh pailit itu berada di bawah pengampuan, 
harus dipenuhi dua syarat, yaitu utangnya meliputi atau melebihi sisa 
hartanya dan para pemberi utang menuntut kepada hakim agar orang jatuh 
pailit itu ditetapkan berstatus dibawah pengampuan.3 
3. Akibat Orang Dinyatakan Pailit 
Akibat hukum Seseorang Dinyatakan pailit dan di Bawah 
Pengampuan, para ulama fiqh mengemukakan beberapa akibat hukum 
ditetapkannya seseorang jatuh pailit dan berstatus di bawah pengampuan. 
Di antara akibat hukum itu adalah: 
a. sisa harta orang pailit itu menjadi hak para pemberi utang. 
b. Orang yang telah ditetapkan jatuh pailit oleh hakim, boleh dikenakan 
tahanan sementara sampai utang-utangnya ia bayar. 
Akan tetapi terhadap kebolehan menahan sementara atau 
memenjarakan orang yang jatuh pailit, terdapat perbadaan pendapat di 
                                                          
3 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid III, (Semarang: CV Asy-Syifa’I, 1990), hlm. 283. 
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kalangan ulama fiqh. Ulama Hananfiyah mengatakan bahwa hakim berhak 
untuk melakukan penahanan sementara atas orang yang jatuh pailit ketika 
hakim tidak mengetahui secara pasti keadaan keuangan orang yang jatuh 
pailit itu. Selanjutnya mereka mengemukakan bahwa seorang hakim boleh 
melakukan penahanan sementara terhadap orang pailit itu, apabila 
memenuhi empat syarat, yaitu: 4 
a. Utangnya telah jatuh tempo pembayaran 
b. Diketahui orang yang jatuh pailit ini mampu untuk membayar utang-
utangnya, tetapi tidak ia lakukan, sesuai dengan hadist Rasulullah yang 
menyatakan: 
ّيلّدجاولاّّيليحّهضرعّهتبوقعو  
  
“Orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi 
dilalaikan, maka boleh dirampas hartanya dan diberi ganjaran.”5 
 
c. Orang yang jatuh pailit itu bukan ayah dan atau ibu dari orang yang 
memberi piutang, dengan alasan firman Allah yang berbunyi: 
ّءارسلإا(.ًاناَسْحِإِّنْيَدِلاَوْلِابَو32) … 
“…Dan berbuat baiklah kepada orang tua…,”6 
 
d. Orang yang memiliki piutang mengajukan tuntutan kepada hakim agar 
orang yang jatuh pailit itu dikenakan penahanan sementara. 
Ulama malikiyah mengatakan bahwa hakim boleh melakukan 
penahanan sementara terhadap orang yang jatuh pailit dengan syarat:  
                                                          
4 Nasrun Haroen,  2007,  Fiqh Muamalah… hlm. 196. 
5 Al-Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah), Juz 3, hlm.78.   
6 Departemen Agama RI, 1998, Alqur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara penterjemah), hlm. 284. 
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a. Keadaan keuangannya tidak diketahui secara pasti 
b. Penampilan orang jatuh pailit itu menyebabkan para pemberi utang 
curiga bahwa ia mempunyai harta, sementara ia tetap menyatakan 
tidak punya uang. 
c. Orang pailit itu ternyata memiliki harta lain yang boleh membayar 
utang, tetapi ia enggan membayarnya. 
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila orang 
jatuh pailit itu mempunyai harta yang boleh dijual untuk pembayaran 
utangnya, maka hakim boleh memaksa orang itu untuk menjual harta itu 
dan melunasinya utang-utangnya. Apabila ia enggan untuk menjual harta 
itu atau tidak mau membayar utangnya, sedangkan pemberi utang 
menuntut kepada hakim untuk melakukan penahanan terhadap orang pailit 
itu, maka hakim boleh melakukan penahanan sementara.7 
a. Pencabutan Status di Bawah Pengampunan 
Pencabutan status di bawah pengampuan orang pailit jumhur 
ulama, termasuk sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 
mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit telah 
dibagi-bagikan kepada para pemberi piutang sesuai dengan 
perbandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status di bawah 
pengampuannya dinyatakan hapus, karena sebab yang menjadikan ia 
berada dibawah pengampuan telah hilang. Hal ini sejalan dengan 
kaedah ushul fiqh yang menyatakan: 
                                                          
7 Nasrun Haroen,  2007,  Fiqh Muamalah…hlm. 197. 
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ّمكلحاّامدعوّادوجوّهتلعّعمّروديّّّ  
“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan 
meniadakan hukum”8 
 
Sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
status orang pailit sebagai orang yang berada dibawah pengampuan 
tidak dihapus, kecuali dengan keputusan hakim.9 
b. Pembagian Harta Orang Pailit 
Menurut Jumhur ulama apabila seorang kreditor melihat 
barangnya yang dipiutangkan masih ada diّtangan debitor pailit, maka 
dia dapat mengambilnya. Namun, masih juga terjadi perbedaan 
pendapat. 
Ulama madzhab Syafi’I mengemukakan syarat-syarat pengambilan 
itu: 
a. Waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo. 
b. Debitor enggan membayar hutangnya. 
c. Barang yang menjadi hutang masih ada ditangan debitor. 
Mazdhab Hanbali mengemukakan syarat-syarat: 
a. Barang masih ada ditangan debitor dalam keadaan tidak rusak dan 
tidak berkurang. 
b. Tidak terjadi perubahan pada barang (hewan ternak sudah besar, 
penambahan alat-alat pada kendaraan). 
                                                          
8 Yahya Mukhtar, 1993,  Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, Cet III 
(Bandung: Al-Ma’rif), hlm. 550. 
9 Nasrun Haroen,  2007,  Fiqh Muamalah…hlm. 199. 
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c. Kreditur belum menerima harga barang sedikit pun. 
d. Barang itu tidak tersangkut dengan pihak lain, seperti barang itu 
digadaikan atau dihibahkan kepada orang lain. 
e. Debitur pailit dan kreditur masih hidup. 
Menurut Mazhab maliki syarat pengambilan barang itu adalah: 
a. Barang itu masih tetap seperti semula tanpa penambahan dan 
pengurangan. 
b. Dapat diambil sebagai pembayaran hutang. 
c. Di antara kreditur tidak membayar ganti rugi kepada pemilik barang 
yang masih lengkap, karena kalaupun kreditur lainnya telah membayar 
ganti rugi kepada pemilik barang yang masih lengkap di tangan debitur 
pailit, maka pemilik barang tidak boleh mengambil barangnya dengan 
pihak lain.10 
4. Macam-Macam Hutang yang Dibagi 
Tentang Macam-macam hutang yang dibagi di antara para kreditur 
dan yang tidak dibagi di antara mereka, maka Imam Malik berpendapat 
bahwa yang pertama-tama itu dibagi dalam dua bagian. Pertama: hutang 
yang wajib dilunasi karena imbalan. Kedua: hutang yang wajib dilunasi 
bukan karena imbalan. 
Hutang yang wajib dilunasi karena imbalan terbagi menjadi dua 
bagian. Yakni imbalan yang diterima dan imbalan yang tidak diterima. 
Mengenai hutang karena imbalan yang diterima, baik berupa harta atau 
                                                          
10 M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada), hlm. 201. 
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denda karena tindak pidana, maka pembagian para krediturnya 
terhadapnya adalah wajib. 
Dan mengenai hutang karena imbalan yang tidak diterima, maka hal 
ini dibagi menjadi lima bagian: 
a. Hutang yang tidak mungkin diganti sama sekali, seperti nafkah untuk 
istri untuk masa yang akan datang. 
b. Hutang yang tidak mungkin diganti, tetapi dapat diminta 
pemenuhannya. 
c. Hutang yang dapat dan harus diganti. 
d. Hutang dapat diganti, tetapi tidak diharuskan. 
e. Hutang tidak mungkin dipercepat penggantiannya. 
5. Orang Pailit yang Tidak Mempunyai Harta Sama Sekali 
Tentang harta pailit yang tidak mempunyai harta sama sekali, maka 
fuqaha’ amshar (negeri-negeri besar) telah sependapat bahwa ketiadaan 
hartanya itu berpengaruh terhadap penghapusan hutang hingga tiba saat 
mampunya. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul 
Aziz, bahwa para kreditur itu bisa mempekerjakannya.11 
 
B. IJARAH 
Dalam kaitannya terjadinya akad Ijarah atau ketentuan, peraturan, 
kaidah kerja sama antara buruh/pekerja/Mu’ajjir dengan penyewa/majikan 
                                                          
11 Ibid., hlm. 351. 
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/perusahaan/Musta’jir, kiranya perlu dijelaskan gambaran tentang ketentuan, 
rukun dan syarat sahnya Ijarah.12 
1. Rukun Ijarah 
Rukun ijarah menurut jumhur ulama ada empat yaitu : 
a. Orang yang berakal. 
b. Sewa/imbalan/jasa. 
c. Manfaat. 
d. Sighah (ijab dan kabul). 
Menurut ukama Madzab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah 
hanya satu yaitu ijab dan kabul (ungkapan menyerahan dan persetujuan 
sewa menyewa). Sedang menurut ulama Mazhab Hanafi pula bahwa 
keempat rukun ijarah tersebut adaah masuk dalam syarat. Sebagai sebuah 
transaksi (aqad) umum, maka ijarah baru dianggap sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syaratnya. 
2. Syarat akad Ijarah 
Adapun syarat akad ijarah ialah : 
a. Syarat bagi kedua belah pihak yang beraqad, adalah telah baligh dan 
berakal (Mazhab Syafi’I dan Hambali). Sedang imam yang lain 
berbeda, dengan umur yang baru Mumayyis pun telah dan bisa.  
b. Kedua belah pihak melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk 
melakukan akad ijarah itu (kehendak sendiri tanpa ada paksaan). 
                                                          
12 M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam…hlm. 231. 
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Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, 
maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah : 
ّْنَعًَّةراَِتَِّنوُكَتّْنَأّلاِإِّلِطاَبْلِابّْمُكَن ْ ي َبّْمُكَلاَوَْمأّاوُلُكَْأتّلاّاوُنَمآَّنيِذَّلاّاَهُّ َيأَّاي
ّْمُكْنِمٍّضَار َتّءاسنلا(ّ.32)     
 
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara 
kamu”.13 
 
c. Mengetahui manfaat yang menjadi obyek ijarah secara jelas sehingga 
tidak akan terjadi perselisihan, masalah di kemudian hari. 
d. Obyak ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung 
dan tidak ada cacatnya. 
e. Obyek ijarah itu adalah sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan oleh 
syara’ (perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan, 
makelar, sopir, pilot, kuli, dan lain-lain). Sehingga untuk hal seperti 
tukang sihir, algojo, pembunuh bayaran, tempat berjudi, tempat-tempat 
beribadah untuk nonmuslim, rumah bordir dan pelacuran, hal-hal yag 
munkar, hal-hal yang mubazir dan lain-lain tidak 
diperkenankan/dilarang. 
f. Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan. 
g. Upah/imbalan dalam akad ijarah harus jelas, tertentu (menentukan 
bayaran menurut kebiasaan yang berlaku adalah hukumnya sah), dan 
bernilai/berbentuk harta baik dengan menyaksikan atau dengan 
                                                          
13 Departemen Agama RI, 1998, Alqur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara penterjemah), hlm. 83. 
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menginformasikan ciri-cirinya serta tidak diharamkan oleh syara’. 
Seperti dalam hadist Nabi yang berbunyi : 
أّنعبيجأّههلعأأّاراجأّ رجأتساّااإّ ااّدييسّّره 
Artinya : Dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, 
maka beritahukanlah upahnya."14 
 
h. Bentuk kerjanya, waktunya (harian, mingguan, bulanan, tahunan), 
tenaganya harus jelas. 
3. Sifat akad ijarah  
Ulama-ulama fiqih berpendapat tentang obyek ijarah bersifat 
mengikuti atau mengikat. Menurut ulama Mazhab Hanafi, bahwa akad 
ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak/akad itu dapat dibatalkan 
secara sepihak, apabila terdapat ‘udzur seperti meninggal dunia, hilang 
ingatan, gila atau tidak dapat bertindak secara hukum. Kalau salah serang 
meninggal dunia maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak 
dapat diwariskan kepada ahli waris.15 
Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat 
mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. 
Sedangkan apabila salah seorang yang berakad meninggal maka akad itu 
tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan 
kepada ahli waris karena manfaat itu juga bisa termasuk harta. 
 
                                                          
14 Al Imam Asy-Syaukani, 2006, Nailul Author, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 202. 
15 M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam… hlm. 236. 
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4. Macam-macam Ijarah 
Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam : 
Yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. 
a. Ijarah yang bersifat manfaat. Misalnya; sewa-menyewa tenaga 
(perburuhan), sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian 
pengantin, perhiasan. 
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini adalah 
ijarah a’yan (perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia)16 ijarah ini 
dibolehkan, seperti ; buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan 
lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang 
bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu 
rumah tangga, penunjuk jalan, tukang kebun, dan satpam.17 
5. Berakhirnya akad Ijarah 
Suatu akad atau perjanjian ijarah berakhir apabila : 
a. Obyek hilang, rusak cacat, musnah, mati (untuk hewan). 
b. Habis tenggang waktu/masa berlaku yang disepakati (keduanya 
disepakati ulama). 
c. Terpenuhinya manfaat yang telah disepakati/diakadkan. 
Dalam hal persewaan tenaga kerja (perburuhan), apabila 
buruh/pekerja telah melaksanakan pekerjaannya/tugasnya sesuai 
dengan akad yang disepakati dan telah mendapatkan upah/gaji/imbalan 
                                                          
16 K.H. Ahmad Azhar Basyir, 1993, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, 
Hukum, Politik, dan Ekonomi, (Bandung: Mizan), hlm. 191. 
17 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi…hlm. 236. 
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septutnya atau sesuai dengan perjanjian. Tegasnya, masa kontrak telah 
berakhir, maka dengan sendirirnya putus dan terhentilah sewa-
menyewa.18 Kecuali ada perjanjian lagi atau akad baru. 
d. Salah seorang dari kedua belah pihak ada yang meninggal, karena 
manfaat tidak dapat diwariskan menurut Mazhab Hanafi. Sedang 
Jumhur ulama mengatakan akad tidak berakhir (batal) karena manfaat 
dapat diwariskan. 
e. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur maka akadnya berakhir. 
Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan 
ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang. 
6. Kewajiban-kewajiban Pekerja ‘Ajiir 
Setelah perjanjian atau akad diadakan dan telah disetujui/disepakati 
bersama, maka timbullah hubungan kerja antara ajiir dan musta’jir yaitu 
hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun kewajiban-
kewajiban pekerja/buruh/ajiir adalah sebagai berikut: 
a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan atau diakadkan. 
Namun apabila majikan atau musta’jir membantu malah itu lebih baik. 
b. Benar-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan. 
c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, sungguh-sungguh, 
bertanggungjawab, cermat, teliti. 
d. Menjaga keselamatan barang/lainnya yang dipercayakan kepadanya 
untuk dikerjakan.19 
                                                          
18 Hamzah Ya’kub, 1992, Kode Erik Dagang Menurut Islam, Cet II,  (Diponegoro, 
Bandung), hlm. 330. 
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7. Hak-hak Tenaga Kerja Dalam bekerja 
a. Pekerja berhak menerima upah yang memunggkinkan baginya 
menikmati kehidupan yang layak. Apabila majikan atau pengusaha 
tidak memberikan upah atau menghambat pemberian gaji/upah pada 
waktu yang telah disepakati maka hal ini sangat dilarang oleh hukum 
positif maupun hukum Islam seperti dalam hadist Nabi Muhammad 
SAW yang berbunyi : 
أّنعبيهّّرّيللاّيضرّ ةريهنعّ ه ّينلاّنعصّبيّيلّيللاّىّيلسوّ هيلعّ هاّم اّا اّّهيللا
مايقْلاّمويّمههصخّانأّةثلاثةّطعأّلجربيّىبّلجروّرددّيمّّاّيرحّعأّاأّلك
ثمنّراجأّرجأتساّلجروّهاّتساأّولموّهنمّفىّهرجأّطيي 
 
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata : Rasullah saw. 
Bersabda. “Ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari 
kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan 
mengalahkannya pada hari kiamat ; 1. Seorang yang memberi 
(sesuatu) karena aku, kemudian dia berkhianat. 2. Seorang yang 
menjual orang merdeka dan dia makan uang harganya. 3. Seorang 
yang memperkerjakan seorang buruh, dan buruh tersebut sudah 
memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya”.20  
 
b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; 
dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang 
sangat besar maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk makanan 
pokok atau modal yang cukup, atau kedua-duanya. Seperti dalam Al-
quran yang berbunyi : 
                                                                                                                                                               
19 K.H. Ahmad Azhar Basyir, 1993, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, 
Hukum, Politik, dan Ekonomi...hlm. 192. 
20 Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar,(Surabaya: 
Bina Iman, 1995), hlm. 695. 
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اَهَيْسُوّلاِإّاًسْف َنُّهَّللاُّفِّلَكُيّلاّةراقبلا(...382)  
Artinya : “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan 
kemampuannya”.21 
 
Dan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : 
للهاّ وسرّ ااّملسوّهيلعّللهاّىلصّ:ّتحّللهاّمهليجّمكناوخإّ،ّمكيديأّت
هسبليلوّ،ّلكأيّاممّههيطيلأّهيديّتتحّهاخأّللهاّليجّنهأّّلاوّ،ّسبليّامم
لعّهنييلأّهبلغيّامّهفلّكنإأّ،ّهبلغيّامّلهيلاّنمّهفلكي.هي  
 
Artinya : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, 
Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu; sehingga barang 
siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya 
makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian 
seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada 
mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu 
membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah 
membantu mereka (mengerjakannnya).22 
 
c. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan 
membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu dan sepatutnya 
bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah 
dengan bantuan pemerintah (dari zakat). 
d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi 
pekerja. Apabila pekerja meninggalkan upahnya padahal ia telah 
bekerja maka apabila suatu saat/beberapa tahun kemudian pekerja 
tersebut meminta upahnya maka majikan atau pengusaha harus 
memberikan upahnya yang telah berkembang dan semua hasil dari 
pekembangan usaha dari upah pekerja tersebut, semua harus diberikan 
                                                          
21 Departemen Agama RI, 1998, Alqur’an dan Terjemahannya…hlm. 94. 
22 Afzalur Rahman, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Wakaf), hlm. 368. 
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tanpa ada pengurangan atau pemotongan harta. Seperti dalam hadist 
Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : 
ّ وسرّتيسمّ:ّ ااّاههنعّللهاّيضرّرهعّنبّللهاّدبعّنعللهاّىلص للها هيلع 
ملسوّ وقيّ:ّثلاثلاّ ااوّ:ّلامهلّّينإّ رجأتساّءارجأّمهتيطعأأّمهرجأّراعّ
لجرّدحاوّكرتّيذلاّهلّبهاوّ , رهيثأّهرجأّ ّّيتحّ رثكّهنمّ اوملأاّ,
نيئاجأّديبّينخّ, اقأّّ:ايّدبعّللهاّّيدأّّيلإّيرجأّ,تلقأّهلّّ:ّيلكّامّيرتّ
نمّكرجأّنمّلبلإاّرقبلاوّمنغلاوّاوقيايرلّ, اقأّّ:ايّدبعّللهاّلاّئزهتستّبيّ,
تلقأّّ:ّينإّلاّئزهتسأّكبّ,هذخأأّهيلكّهااتساأّملأّكتريّهنمّائيش. 
Artinya : “Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: Orang yang ketiga (dari mereka) berkata: 
“Wahai Allah, sesungguhnya saya mengupah beberapa orang buruh 
lalu saya berikan kepada mereka akan upahnya selain seorang yang 
meninggalkan (upah) yang menjadi haknya dan iapun pergi, lalu 
upahnya saya kembangkan sehingga upah itu menjadi harta yang 
banyak. Suatu saat dia datang kepadaku dan berkata : “Wahai hamba 
Allah, tunaikannlah (bayarlah) upahku!” Saya berkata kepadanya : 
“Seluruh yang kamu lihat adalah upahmu yaitu onta, lembu, kambing, 
dan hamba sahaya. “Maka ia berkata : Wahai hamba Allah janganlah 
kamu menertawakan saya!” Saya berkata : “Sesungguhnya saya tidak 
menertawakan kamu”, lalu ia mengambil seluruhnya, ia 
menggiringnya dan tidak meninggalkan barang sedikitpun”.23  
 
e. Para majikan/pengusaha harus didorong untuk mengeluarkan 
sadaqahnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan 
termasuk anak-anak mereka. Seperti dalam hadist Rasulullah SAW 
yang berbunyi : 
ااإّىتأّمكدحأّهمداخّهمايطبّنإأّلمّهسليجّهيمّهلوانيلأّةهقلّوأّتهقلينّوأّ
ةلكأّوأّينتلكأّهينإأّّيلوّهجلاع.  
 
                                                          
23 Al-Bukhori, Shahih al-Bukhori… hlm. 71. 
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Artinya : “Berikanlah makanan dan pakaian kepada pelayan dan 
budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan 
sesuai dengan kemampuannya”.24 
 
f. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan 
yang terjadi dalam bekerja/pekerjaan. 
g. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus 
diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka 
dengan biaya yang lebih murah. 
h. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika 
mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 
i. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan 
efisiensi kerja mereka tidak terganggu. 
j. Mendapatkan perlakuan yang baik, manusiawi dan wajar, serta 
majikan/pengusaha tidak boleh mengannggap ia adalah majikan atau 
tuan yang berkuasa dan menganggap buruh/pekerja sebagai pelayan, 
budak, hamba sahaya, sehingga tidak ada istilah budak dan tuan dalam 
pekerjaan. 
k. Perlakuan yang baik dalam makanan, pakaian maupun pemenuhan 
hidup yang lain.25 
8. Batalnya Ijarah 
Secara umum tetang pembatalan ijarah tidak mungkin dilaksanakan, 
sebab dasar ijarah adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat. 
Namun demikian pembatalan ijarah dapat dilakukan apabila : 
                                                          
24 Al-Bukhari, Shohih al-Bukhori…hlm. 232. 
25 Afzalur Rahman, 1995, Doktrin Ekonomi Islam,Jilid 2... hlm. 391-392. 
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a. Jangka waktu telah berakhir. 
Ini didasarkan pada Al-quran yang berbunyi : 
ّْمُكْيَلَعّ اوُرِهَاُظيّ َْلموّ اًئْيَشّ ْمُكوُصُق ْ ن َيّ َْلمَُّّمّ َينِِكرْشُهْلاّ َنِمّ ُْتُْدَهاَعّ َنيِذَّلاّ لاِإ
َّينِقَّتُهْلاّ ُّبُِيحَّهَّللاَّّنِإّْمِِتِ َّدُمَّلَِإّْمُهَدْهَعّْمِهَْيِلإّاوُّتَِأَأّاًدَحَأّةبوتلا(ّ.4) 
 
Artinya : “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah 
mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak 
mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) 
mereka membantu seseorang yang memusuhimu, maka terhadap 
mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.26 
 
b. Salah satu pihak menyimpang. 
Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur’an yang berbunyi : 
َّ نَاْيْأّاوُثَكَنّْنِإَوِّنيِدّفِّاوُنََيطَوّْمِهِدْهَعِّدْي َبّْنِمّْمُهِّرْفُكْلاَّةَّهَِئأّاوُِلتاَق َأّْمُكّ
َّنوُه َتْن َيّْمُهَّلَيَلُّْمَلََّنَاْيْأّلاّْمُهَّ نِإّةبوتلا(ّ.23)  
 
Artinya : “Dan jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah 
mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah 
pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya 
mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, 
agar supaya mereka berhenti.”27 
 
c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan). 
Ketentuan ini didasarkan pada Al-Quran yang berbunyi : 
َّوَسّىَلَعّْمِهَْيِلإّْذِبْنَاأًَّةناَيِخٍّمْو َاّْنِمّ َّنَأَاَتَّاَّمِإَوِِّنئَا ْ اّ ُّبُِيحّلاَّهَّللاَّّنِإٍّءاَّينّ.
ّ افنلأا(88)  
 
Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan 
dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada 
                                                          
26 Departemen Agama RI, 1998, Alqur’an dan Terjemahannya…hlm. 187. 
27 Ibid., hlm. 811. 
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mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berkhianat.”28 
 
d. Prosedur Pembatalan 
Adapun prosedur pembatalan ijarah adalah dengan cara : 
1) Para pihak yang tersangkut dalam perjanjian kerja tersebut 
diberitahu, bahwasannya perjanjian kerja yang telah diperjanjikan 
akan dihentikan (dibatalkan), termasuk alasan pemabatalannya. 
2) Setelah berlalu waktu yang memadai, maksudnya agar para pihak 
uang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-
siap menghadapi resiko pembatalan perjanjian. 
Adapun dasar hukum ketentuan prosedur pembatalan perjanjian 
tersebut adalah landasan kepada ketentuan hukum yang terdapat 
dalam Al-Quran yang berbunyi : 
ّ افنلأا(88) …ٍّءاَوَسّىَلَعّْمِهَْيِلإّْذِبْنَاأ 
Artinya : “Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka 
dengan cara yang jujur.”29 
 
 
C. PRINSIP KEADILAN Dalam HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN 
Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok maqashid 
asy-syari’ah, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim, yang 
tidak menegakkan keadilan didalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan 
tujuannya menghapus semua bentuk kezaliman (zulm) dari masyarakat 
                                                          
28  Ibid., hlm. 184. 
29 Ibid. 
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manusia, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk mengacu semua 
bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan 
kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidal 
memenuhi kewajibannya terhadap mereka.30 
Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah 
ditekankan dalam Al-Quran sebagai misi utama para Rasul Allah. 
ِّطْسِقْلِابّ ُساَّنلاّ َموُق َِيلّ َنَازيِهْلاَوّ َباَتِكْلاّ ُمُهَيَمّ اَنَْلز َْنأَوّ  ِاَنِّ ي َبْلِابّ اَنَلُسُرّ اَنْلَسَْرأّ ْدَقَل
َّوِّبْيَغْلِابُّهَلُسُرَوُُّهرُصْن َيّْنَمُّهَّللاَّمَلْي َِيلَوِّساَّنِللُّعِأاَنَمَوٌّديِدَشٌّسَْأبِّهيِأَّديِدَْلحاّاَنَْلز َْنأَّّّنِإ
ٌّزِيزَعٌّّيِوَاَّهَّللاّ.(:ديدلحا38) 
 
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 
kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya 
mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 
yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak 
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”31 
 
Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana 
penghidupan, keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan 
atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya 
membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya 
keadilan dengan jalan yang baik, bukan merongrong kepada yang kuat, yang 
miskin pun jangan merongrong yang kaya. Disamping itu keadilan dalam 
                                                          
30 M. Umer Chapra, 2000, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Tazkia Institut), hlm. 
211. 
31 Departemen Agama RI, 1998, Alqur’an dan Terjemahannya…hlm. 541. 
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bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, 
pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.32 
                                                          
32 Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majlis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 
5-6 juli 1995 tentang hubungan kerja dan ketenagakerjaan dalam perspektif Islam. 
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BAB III 
HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN DAN 
PENYELESAIANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN 
 
A. HAK TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU 
Sebagai salah satu dasar dalam pemberasan permasalahan pailit, Undang-
undang Kepailitan sendiri kurang berpihak terhadap hak-hak pekerja, karena 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang 
hanya menyebutkan dalam Pasal 39 yang mengatakan: 
1. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan 
sebaliknya curator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan 
jangka waktu menurut persetujuan atau waktu ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan pengertia bahwa hubungan kerja tersebut 
dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh 
lima) hari sebelumnya. 
2. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang 
sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan 
utang harta pailit. 
Undang-undang Kepailitan lebih cenderung menjamin kreditor separatis 
daripada hak pekerja walaupun akhirnya ada beberapa pelonggaran terhadap 
eksekusi kreditor pemegang hak jaminan. 
Pasal 60 UU Kepailitan-PKPU mengatakan sebagai berikut: 
1. Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 
yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban 
kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan 
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menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, 
dan biaya kepada kurator. 
2. Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang 
kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib 
menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama 
dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. 
3. Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak 
tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut 
dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan 
pencocokan piutang. 
 
Kreditor yang dimaksud pada Pasal 55 adalah kreditor pemagang 
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan lainnya. 
Sedangkan kreditor istimewa yang dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) adalah 
kreditor yang diatur. 
 
B. TINGKATAN KREDITUR DI DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA 
Penentuan golongan kreditur didalam Kepailitan adalah berdasarkan 
Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 
Berdasarkan peraturan-peraturan di atas golongan kreditur tersebut 
meliputi: 
1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang hak jaminan 
kebendaan (contoh pajak).1 
                                                          
1 Pasal 21 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan jo pasal 1137 KUH Perdata. 
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2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sevagai Kreditur 
Separatis.2 
Hingga saat ini jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah: 
a. Gadai. 
b. Fidusia. 
c. Hak tanggungan, dan 
d. Hipotik Kapal.3 
3. Utang harta pailit, yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah 
sebagai berikut: 
a. Biaya kepailitan dan fee Kurator. 
b. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitor pailit maupun sesudah 
Debitor pailit.4 
Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan hanya upah buruh untuk waktu setelah Debitor pailit yang 
termasuk utang harta pailit, untuk upah buruh sebelum Debitor pailit 
masuk utang preferen ke-4.5 
c. Sewa gedung sesudah Debitor pailit dan seterusnya.6 
4. Kreditor preferen khusus,7 dan kreditur umum.8 
                                                          
2 Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata. 
3 Gadai dan Hipotik (kini termasuk Fidusia dan Hak Tanggungan) adalah lebih tinggi 
daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya 
(Pasal 1134 ayat [2] KUH Perdata), sedangkan Pasal 1137 KUH Perdata menentukan bahwa hak 
dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oelh pemerintah untuk 
didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, 
diatur dalam berbagai undang-undang khsus yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama 
mengenai peraturan-peraturan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan 
mendapat hak untuk memungut bea. 
4 Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
5 Pasal 1149 ayat (4) KUH Perdata. 
6 Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
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5. Kreditor konkuren, Kreditor golongan ini adalah Kreditor yang tidak 
termasuk di dalam Kreditor separatis dan tidak termasuk Kreditor preferen 
khusus maupun umum.9 
 
C. HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA 
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara 
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini 
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 
6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha. Kedudukan buruh dan majikan atau antara 
pengusaha dengan pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan 
pembeli. Antara penjual dengan pembeli sama kedudukannya. Antara 
keduanya mempunyai kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidak 
adanya perjanjian. Kedudukan antara pengusaha dengan pekerja adalah tidak 
sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial 
ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.10 
Pada hakikatnya kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan 
ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, 
                                                                                                                                                               
7 Pasal 1139 KUH Perdata. 
8 Pasal 1149 KUH Perdata. 
9 Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUH Perdata. 
10 Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 6. 
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secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak 
sama (terutama yang unskilllabaur). 
Buruh dipandang sebagai objek. Buruh dianggap sebagai faktor 
ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan 
pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan 
faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur 
konstitutif yang menjadikan perusahaan. 
Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan 
tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi 
manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui 
norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka 
perlindungan pekerja ini akan mencakup:11 
1. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang 
bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses 
pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara 
melakukan pekerjaan. 
2. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang 
meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, 
dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga 
kerja yang sakit. 
Mengatur persedian tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene 
kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, 
                                                          
11 Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok –pokok perburuhan, cet I, 
(Bandung: Armico), hlm. 43-44. 
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baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat 
kesehatan bagi perumahan pekerja. 
3. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang 
bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja 
wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing 
yang diakui oleh pemrintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan 
sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja menjamin daya 
guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan 
martabat manusia dan moral. 
4. Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita 
penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan 
rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli 
warisnya berhak mendapat ganti rugi.12 
Apabila perusahaan pailit maka pekerja yang bekerja pada debitor 
dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat 
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan 
atau ketentuan perundang-undangan yang beraku, dengan pengertian bahwa 
hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 
(empat lima) hari sebelumnya.13 
Akan tetapi ketentuan tersebut tidak harmonis (sesuai) dengan 
ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep 
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari 
                                                          
12 Ibid. 
13 Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
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tidakkomprehensif konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak membedakan 
PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh.14 
Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut memliki 
konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa 
prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh.15 
Ketentuan pemutusan hubungan kerja yang ada didalam Undang-
undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU belum 
sekomprehensif seperti ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan yang mana sudah jelas dijelaskan pemutusan 
hubungan bisa dikarenakan oleh beberapa sebab:16 
1. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. 
Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha merupakan jenis 
pemutusan hubungan kerja yang kerap kali terjadi, hal ini disebabkan: 
a. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau 
pengurangan jumlah pekerja. 
b. Pekerja telah melakukan kesalahan baik kesalahan yang melanggar 
ketetentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian 
kerja atau perjanjian kerja bersama (kesalahan ringan), maupun 
kesalahan pidana (kesalahan berat). 
c. Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan 
kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan 
                                                          
14 M. Hadi Shubhan, 2012, Hukum Kepailitan, Prinsip…hlm. 169.  
15 Ibid., hlm. 171. 
16 Zaeni Asyhdie, 2007, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 
Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 180. 
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hubungan kerja. Dalam hal yang demikian, pekerja berhak atas uang 
pesangon sebesar satu kali. Sebaliknya, jika karena perubahan status, 
penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak 
bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka pekerja berhak atas 
uang pesangon sebesar dua kali. 
d. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus 
selama dua tahun sehingga perusahaan terpaksa harus tutup atau 
keadaan memaksa (force majeur), pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja dengan ketentuan pekerja berhak atas uang 
pesangon satu kali. Kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan 
laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 
publik. 
e. Karena rasionalisasi pengusaha juga, dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan bermaksud hendak 
melakukan efisiensi. Untuk itu, kepada pekerja yang diputuskan 
hubungan kerjanya berhak atas uang pesangon sebesar dua kali. Dalam 
hal rasionalisasi ini, pekerja yang akan diputuskan hubungan kerjanya 
harus diperhatikan: (a) masa kerjanya, (b) loyalitasnya, dan (c) jumlah 
tanggungan keluarganya. 
f. Pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja berhak atas 
uang pesangon sebesar satu kali. 
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g. Pekerja yang mangkir selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut 
tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah 
dan telah dipanggil oelh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis 
dapat diputus hubungan kerjanya karena dikukalifikasikan 
mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus 
diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja tidak masuk kerja. 
Pemutusan hubungan kerja dengan alas an pekerja mangkir maka 
pekerja berhak menerima uang penggantian hak namun dapat 
diberikan uang pisah yang bersarnya dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau pejanjian kerja bersama. 
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 
dan uang penggantian hak yang sebesarnya dierima. Komponen upah yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan 
masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang 
tertunda, terdiri atas: (a) ipah pokok, (b) segala macam bentuk tunjangan 
yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya. 
Berkaitan dengan komponen upah/penghasilan yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 
dan uang pengganti hak dalam pengahasilan pekerja: (a) dibayarkan atas 
dasar perhitungan sehari, (b) dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 
hasil, potongan/borongan atau komisi maka penghasilan sehari adalah 
sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama dua belas bulan terakhir 
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dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum 
provinsi atau kabupaten/kota, (c) tergantung pada keadaan cuaca dan 
upahnya didasarkan pada upah borongan, perhitungan upah sebulan 
dihitung dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir. 
2. Pemutusan hubungan kerja atas keinginan Pekerja. 
a. Meskipun dalam praktek pemutusan hubungan kerja oleh pekerja 
sangat jarang dimungkinkan. Pekerja dapat mengajukan permohonan 
pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial 
dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan diantaranya: 
1) menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja. 
2) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
3) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan 
selama berturut-turut atau lebih. 
4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. 
5) Memerintahkan pekerja untuk melaksankan pekerjaan di luar yang 
diperjanjikan, atau 
6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, 
kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut 
tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan-alasan tersebut pekerja berhak mendapatkan 
uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, 
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dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang sudah 
diuraikan. 
b. Pekerja mengundurkan diri, maksudnya pekerja yang mengundurkan 
diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang penggantian hak. 
Sementara itu, bagi pekerja yang mengundurkan diri atas keamauan 
sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingann 
pengusaha secara langsung, selain menerima uang pengganti hak juga 
diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
Pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat: 
1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 
selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum tanggal mulai 
pengunduran diri. 
2) Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan 
3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran 
diri. 
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas 
kemauan sendiri dilakukan tanpa mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial. 
3. Pemutusan hubungan kerja karena hukum. 
Pemutusan hubungan kerja demi hukum dapat terjadi dalam hal 
berikut: 
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a. Habisnya hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem/perjanjian 
kerja waktu tertentu. Hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem 
perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan dengan cara apabila 
seseorang pekerja yang telah ditwaerima oleh pengusaha sebagai 
karyawan dengan status pekerja kontrak dengan jangka waktu tertentu 
dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua 
belah pihak. Bila waktunya habis dan tidak diadakan perpanjangan 
maka demi hokum perjanjian kerja berakhir, dan masing-masing pihak 
tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan/diberikan pada mereka. 
b. Pekerja meninggal dunia dapat membuat hubungan kerja berakhir, 
kepada ahli warisnyadiberikan uang sejumlah uang yang besar 
perhitungannya sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon 
sesuai ketentuan yang diuraikan di atas. 
c. Pemutusan hubungan kerja karena pensiun, maksudnya pengusaha 
dapat melakukan peutusan hubungan kerja terhadap pekrja karena 
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan 
pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh 
pengusaha maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon. 
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, 
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja uang pesangon sebesar 
dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan. 
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d. Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacar 
akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah 
melampui batas dua belas bulan dapat mengajukan pemutusan 
hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan, uang 
penghargaan masa kerja dua kali ketentuan, dan uang penggantian hak 
satu kali ketentuan. 
4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. 
Pemutusan kerja oleh pengadilan maksudnya bukanlah oleh 
Pengadilan Hubungan Industrial tetapii oleh Pengadilan Negeri. 
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja melalui 
Pengadilan Negeri dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat 
seperti pencurian, pembunuhan, penggelapan, melakukan perbuatan 
asusila, penganiayaan, dan lain sebagainya. Pekerja yang telah diputus 
hubungan kerjanya karena telah melakukan kesalahan berat hanya dapat 
memperoleh uang penggantian hak. Dalam hal pekrja ditahan pihak yang 
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan 
pengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib 
memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi 
tanggungannya dengan ketentuan: (a) untuk satu orang tanggungan dua 
puluh lima perseratus dari upah, (b) untuk dua orang tanggungan tiga 
puluh lima perseratus dari upah, (c) untuk tiga orang tanggungan empat 
puluh lima perseratus dari upah, dan untuk empat orang tanggungan atau 
lebih lima puluh perseratus dari upah. Disamping karena kesalahan berat, 
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pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena 
kesalahan ringan seperti melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama. Pelanggaran-pelanggaran ringan yang biasanya dilakukan 
pekerja adalah indisipliner. Dalam hal pekerja melakukan kesalahan ringan 
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja 
yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga 
secara berturut-turut dengan selang jangka waktu enam bulan, kecuali 
ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan telah melakukan kesalahan ringan berhak memperoleh 
uang pesangon sebesar satu kali, dan uang penggantian hak. 
Mengenai PHK karena hukum pengusaha tidak perlu mendapatkan 
penetapan PHK dari lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai 
berikut: 
a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis. 
b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara 
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya 
tekanan/intimidasi dari pengusaha,  berakhirnya hubungan kerja sesuai 
dengan perjanjian kerja waktu terterntu untuk pertama kali. 
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c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, atau 
peraturan perundang-undangan; atau 
d. Pekerja/buruh meninggal dunia.17 
Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan atas permintaan 
majikan tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang 
berwenang dalam hal ini adalah P4D   (Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian perselisihan 
Perburuhan Pusat), demikian juga halnya dengan pemutusan hubungan 
kerja yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan untuk kepentingan 
majikan yang dinyatakan pailit.18 
Mengenai perusahaan yang mengalami pailit maka pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang 
bekerja dengen debitor pailit. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: 
 “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak 
atas uang pesangon sebesar 1 (satu ) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3).”19 
 
 
 
                                                          
17 Pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
18 Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Granfindo Persada), hlm. 188. 
19 Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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D. HAK TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN 
PAILIT MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN 
Bila mana terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima.20 
1. Uang Pesangon 
Uang pesangon merupakan pemabayaran dalam bentuk uang dari 
pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai akibat adanya PHK yang 
jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh/pekerja yang 
bersangkutan.21 Perhitungan uang pesangon diatur dalam Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: 
a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah. 
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 
(dua) bulan upah. 
c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 
(tiga) bulan upah. 
d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 
4 (empat) bulan upah. 
e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) 
tahun, 5 (lima) bulan upah. 
                                                          
20 Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
21 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia…hlm. 189. 
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f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam), 6 
(enam) bulan upah. 
g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) 
tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 
h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) 
tahun, 8 (delapan) bulan upah. 
i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.22 
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 
Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 
2 (dua) bulan upah. 
b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) 
tahun, 3 (tiga) bulan upah. 
c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua 
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah. 
d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima 
belas) tahun, 5 (lima) bulan upah. 
e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 
(delapan belas) 
tahun, 6 (enam) bulan upah. 
                                                          
22 Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 
g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah. 
h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan 
upah.23 
3. Uang Pengganti Hak 
Perhitungan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh 
buruh/pekerja meliputi: 
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke 
tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja. 
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 
15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang 
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. 
d.  hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.24 
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang 
seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: 
 
 
                                                          
23 Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
24 Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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a. Uang pokok. 
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan 
kepada pekerja/buruh dan keluarganya. termasuk harga pembelian dari 
catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang 
apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai 
upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus 
dibayar oleh pekerja/buruh.25 
Dalam hal penghasilan pekerja/buruh yang dibayarkan atas dasar 
perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali 
penghasilan sehari.26 Sedangkan untuk upah pekerja/buruh dibayarkan atas 
dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka 
penghasila sehari adalah sama dengan pendapatan rat-rata per hari selama 
12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 
ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.27 Bagi pekerjaan 
yang tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah 
bororngan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 
(dua belas) bulan terakhir.28 
 
 
 
 
                                                          
25 Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
26 Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
27 Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
28 Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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E. KASUS-KASUS KEPAILITAN YANG MERUGIKAN TENAGA 
KERJA DI INDONESIA 
1. Kasus Pailit PT. Metro Batavia (Batavia Air) 
Pailitnya Batavia Air bermula dari permohonan gugatan pailit 
perusahaan sewa pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC) 
kepada salah satu maskapai penerbangan di Indonesia itu, tercatat dengan 
register No. 77/pailit/2012/PN. NIAGA JKT.PST pada tanggal 22 
Desember 2012. Diketahui bahwa pihak Batavia Air mempunyai utang 
sebesar 4,69 juta dolar AS yang berasal dari perjanjian sewa-menyewa 
pesawat dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2012. Perjanjian 
tersebut dibuat pada Desember 2009 dan berlaku hingga Desember 2015. 
Selain itu diketahui Batavia air memepunyai tagihan utang lain kepada 
Sierra Leasing Limited yang juga berasal dari perjanjian sewa-menyewa 
pesawat. Utang tersebut jatuh tempo pada 13 Desember 2012 sebesar 4,94 
juta dollar AS.29 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
akhirnya memutuskan pailit Batavia Air dalam putusannya No. 
77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Januari 2013.30 Selain 
mempunyai utang dengan dua kreditor diatas Batavia Air juga mempunyai 
utang kepada para karyawannya berupa uang pesangon dan sisa kontrak 
mantan karyawannya sebesar Rp. 14.106.384.686 yang telah ditetapkan 
dalam surat keputusan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota 
                                                          
29 www.instan.org/index.php/in/ruang-berita/nasional/4904-pengadilan-niaga-pailitkan-
batavia-air. diakses tanggal 25 Desember 2013. 
30 Hubud.dephub.go.id/?/news/detail/1938. Diakses tanggal 25 Desember 2013. 
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Tangerang tertanggal 8 Maret 2013.31 Batavia juga punya tagihan utang 
pajak sebesar Rp. 369,213 miliar menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Madya Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), sanksi 
admistrasi, dan tagihan pajak 2010. Namun setelah memalui verifikasi, 
hanya Rp. 46,2 miliar yang diakui kurator sebagai hak KPP, karena 
tagihan pajak tahun 2010 sama sekali tidak diakui.32 Namun pihak 
Direktoral Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan pengajuan kasasi soal 
tagihan pajak tahun 2010 sebesar Rp. 323 miliar. Kasasi diajukan oleh 
Kantor Pajak Madya Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara No.25 
kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo 02/Renvoy Prosedure/2013/PN. 
Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 77/Pailit/2012/PN.JktPusat. 
Hal tersebutlah yang membuat khawatir oleh para mantan 
karyawan Batavia Air yang belum mendapatkan hak-haknya, karena jika 
kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung maka nasib 3000 
karyawan yang belum mendapatkan hak-haknya terancam. Hal ini didasari 
bahwa aset Batavia Air berupa uang tunai yang dipegang kurator hanya 
mencapai Rp. 1 miliar, sementara tagihan utang Batavia Air yang masuk 
ke kurator sedah mencapai Rp. 1,7 Triliun.33  Walaupun tenaga kerja 
dilindungi dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 
menyatakan dalam Pasal 95 ayat (4) bahwa tenaga kerja mempunyai hak 
                                                          
31 id.berita.yahoo.com/batavia-air-diminta-pesangon-karyawan-rp-14-053334655.html. 
Diakses tanggal 25 Desember 2013. 
32 www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-pajak-
sebagai-kreditor-kepailitan. diakses tanggal 25 Desember 2013. 
33 Nasional.kontan.co.id/news/eks-buruh-batavia-air-tutup-jl-kh-mas-mansur. Diakses 
tanggal 25 Desember 2013. 
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istimewa untuk didahulukan belum terjamin memperoleh hak-haknya dari 
pekerjaan yang telah mereka kerjakan, karena utang tagihan pajak juga 
mempunyai hak istimewa yang termuat dalam Pasal 21 UU KUP yang 
menyebutkan hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi hak 
mendahului lainnya.  
2. Kasus Pailit PT. Great River International Tbk. 
Adalah perusahaan garmen raksasa yang cukup terpandang. 
Sejumlah pemilik merek pakaian ternama dunia pun tak segan-segan untuk 
memberikan hak kepada gergasi itu untuk memproduksi barang dagangan 
mereka. Arrow, Triump, Lee, dan Kenzo adalah beberapa nama dagang 
yang memberikan kepercayaan ke perusahaan itu.  
Kasus ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh pekerja 
Great River International (GRI) ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat 
usaha ini ditempuh untuk mengamankan aset-aset perusahaan yang 
ditinggal kabur oleh Direktur Utama perusahaan itu dan sudah dinyatakan 
buron oleh Kejaksaan Agung sejak Mei 2006. Nasib para pekerja sudah 
tak jelas karena perusahaan sudah berhenti berproduksi dan upah pekerja 
tidak dibayarkan sejak tahun juli 2006. Selain mempunyai tanggungan 
utang kepada para mantan karyawannya sebanyak 3220 orang yang 
mencapai Rp. 73,508 miliar dan telah mendapatkan penetapan dari 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung No. 
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107/G/2007/PHI.BDG tertanggal 13 Agustus 2007.34 PT Great River 
International juga mempunyai utang kepada CV Duta Gemilang sebesar 
Rp 3.154.000, sementara kepada Jamsostek utang Great River 
International mencapai Rp 32.577.170,96.35 Akhirnya Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh para 
mantan pekerja PT. Great River International Tbk terhadap perusahaan itu, 
dalam putusannya No.62/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST,  
“menyatakan PT Great River River International Tbk pailit dengan 
segala akibat hukumnya” ujar Enrid Hasanuddin, Ketua Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 
 
Jalur tersebut harus ditempuh oleh para karyawan PT. Great River 
International karena mereka khawatir tidak mendapatkan hak-haknya 
karena kreditor perusahaan melelang aset-aset perusahaan PT. GHI seperti 
yang dilakukan oleh Bank Mega yang merupakan kreditor perusahaan PT. 
GHI, Bank Mega melelang salah satu aset Great River International berupa 
pabrik di cibinong dengan harga bukaan sekitar 47 miliar dan 
pemenangnya adalah PT Samudra Biru, seperti yang di ungkapkan salah 
seorang pekerja Great River International, bahwa : 
“Harapan para karyawan untuk bekerja kembali dan mendapatkan 
hak-hak mereka bisa jadi kian sulit, kreditor perusahaan sudah 
menempuh upaya hukum. Bahan Bank Mega, sudah melelang 
salah satu aset perusahaan berupa pabrik di Cibinong dengan harga 
bukaan 47 miliar. Aset perusahaan sudah lelang, dan pemenangnya 
adalah PT Samudra Biru pada 31 Mei lalu, jelas Hendri Dunan, 
                                                          
34 Finance.detik.com/read/2010/09/21/160352/1444909/6/great-river-diputus-pailit. 
Diakses tanggal 26 Desember 2013. 
35 www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c98785179df6/great-river-internatioanal-tbk-
dinyatakan-pailit. diakses tanggal 26 Desember 2013. 
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salah seorang pekerja Great River yang mendengar langsung 
informasi lelang dari PN Cibinong.”36 
 
Hal tersebutlah yang menjadi sorotan bagi dunia ketenagakerjaan 
di Indonesia dimana pekerja belum merasa terjamin hak-haknya apabila 
perusahaan mengalami pailit, walaupun sudah ada UU No.13 Tahun 2003 
Tentang Ketengakerjaan yang menyatakan bahwa:  
“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasrkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-
hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 
pembayarannya.”37  
 
Dalam penjelasan ayat (4) menyatakan bahwa: 
 
“Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah 
pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.”  
 
3. Kasus Pailit PT. Adam Skyconnection Airlines 
Permohonan pailit terhadap PT. Adam Skyconnection Airlines 
(Adam Air) diajukan oleh beberapa kreditornya karena danya 
kekhawatiran para kreditor atas kemampauan Adam Air dalam 
melaksanakan pengembalian utangnya, sehubungan dengan kinerjanya 
yang terus memburuk dan terjadinya peristiwa-peristiwa kritis diantaranya 
peristiwa jatuhnya pesawat Adam Air Boeing 737-400 di perairan Majene, 
Sulawesi Barat yang menyebabkan tewasnya seluruh penumpang pesawat 
tersebut pada tanggal 1 Januari 2007, dan peristiwa tersebut menyebabkan 
dicabutnya ijin terbang berdasarkan surat nomor 
AU/1724/DSKU/0862/2008 yang dikeluarkan oleh Departemen 
                                                          
36 www.hukumonline.com/berita/baca/hol16924/hak-pekerja-untuk-didahulukan-dalam-
perkara-kepailitan. diakses tanggal 26 Desember 2013. 
37 Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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Perhubungan, Adam Air tidak lagi diizinkan untuk menerbangkan 
pesawatnya, terhitung sejak pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008.38 
Pemohon diwakili oleh CV. Cici qq yang merupakan salah satu 
rekanan termohon Adam Air, yaitu menyediakan jasa berupa mobil 
operasional untuk antar jemput awak pesawat Adam Air, tagihan utangnya 
mencapai Rp. 29.375.000. selain itu Adam Air juga mempunyai kreditor 
lain yaitu Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. 
Mafati Indonesia, Toko Bintang Warin Warna, dan Toko Vijaya Motor. 
serta utang kepada para karyawannya yang mencapai Rp. 10,3 miliar per 
bulan yang merupakan gaji bulan april-juni belum dibayar dan uang 
pesangon 2 kali gaji sebesar Rp. 80 miliar untuk 2.999 karyawan Adam 
Air.39 Hakim makassau selaku ketua majelis hakim yang menangani 
perkara tersebut di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat akhirnya 
memutuskan pailit Adam Air dalam putusan Nomor : 
26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST yang menyatakan bahwa “PT 
Adam Skyconnection Airlines pailit dengan segala akibat hukumnya.”40 
Dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pekerja/buruh selalu 
menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa mengeksekusi aset-aset 
perusahaan sendiri seperti kreditor yang mempunyai hak tanggungan 
seperti tidak pernah terjadi kepailitan, hal ini didasari pada Pasal 55 ayat 
                                                          
38 Indonesiabelajar.blogspot.com/2011/11/analisis-hukum-terhadap-putusan-pailit-html. 
Diakses tanggal 26 Desember 2013. 
39 Ekonomi.inilah.com/read/detail/32515/URLTEENAGE#.UrwIHM7fRkQ, diakses 
tanggal 26 Desember 2013. 
40 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19447&cl=berita, diakses tanggal 26 
Desember 2013. 
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(1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang yang berbunyi: 
“Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setap kreditor pemegang 
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah 
tidak terjadi kepailitan.”  
 
Sedangkan pekerja/buruh harus menunggu penjualan aset 
perusahaan yang dilakukan oleh kurator yang ditunjuk Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga pada PN yang berwenang mengadili perkara tersebut, 
hal inilah yang buat pekerja/buruh merasa tidak mendapatkan keadilan dan 
khawatir apabila aset-aset perusahaan sudah dilelang oleh kreditor 
perusahaan lain yang mengakibatkan hak-hak pekerja/buruh terancam 
tidak bisa dipenuhi.  
 
 
40 
 
BAB III 
HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN DAN 
PENYELESAIANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN 
 
A. HAK TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU 
Sebagai salah satu dasar dalam pemberasan permasalahan pailit, Undang-
undang Kepailitan sendiri kurang berpihak terhadap hak-hak pekerja, karena 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang 
hanya menyebutkan dalam Pasal 39 yang mengatakan: 
1. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan 
sebaliknya curator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan 
jangka waktu menurut persetujuan atau waktu ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan pengertia bahwa hubungan kerja tersebut 
dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh 
lima) hari sebelumnya. 
2. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang 
sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan 
utang harta pailit. 
Undang-undang Kepailitan lebih cenderung menjamin kreditor separatis 
daripada hak pekerja walaupun akhirnya ada beberapa pelonggaran terhadap 
eksekusi kreditor pemegang hak jaminan. 
Pasal 60 UU Kepailitan-PKPU mengatakan sebagai berikut: 
1. Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 
yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban 
kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan 
 
40 
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menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, 
dan biaya kepada kurator. 
2. Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang 
kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib 
menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama 
dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. 
3. Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak 
tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut 
dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan 
pencocokan piutang. 
 
Kreditor yang dimaksud pada Pasal 55 adalah kreditor pemagang 
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan lainnya. 
Sedangkan kreditor istimewa yang dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) adalah 
kreditor yang diatur. 
 
B. TINGKATAN KREDITUR DI DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA 
Penentuan golongan kreditur didalam Kepailitan adalah berdasarkan 
Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 
Berdasarkan peraturan-peraturan di atas golongan kreditur tersebut 
meliputi: 
1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang hak jaminan 
kebendaan (contoh pajak).1 
                                                          
1 Pasal 21 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan jo pasal 1137 KUH Perdata. 
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2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sevagai Kreditur 
Separatis.2 
Hingga saat ini jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah: 
a. Gadai. 
b. Fidusia. 
c. Hak tanggungan, dan 
d. Hipotik Kapal.3 
3. Utang harta pailit, yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah 
sebagai berikut: 
a. Biaya kepailitan dan fee Kurator. 
b. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitor pailit maupun sesudah 
Debitor pailit.4 
Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan hanya upah buruh untuk waktu setelah Debitor pailit yang 
termasuk utang harta pailit, untuk upah buruh sebelum Debitor pailit 
masuk utang preferen ke-4.5 
c. Sewa gedung sesudah Debitor pailit dan seterusnya.6 
4. Kreditor preferen khusus,7 dan kreditur umum.8 
                                                          
2 Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata. 
3 Gadai dan Hipotik (kini termasuk Fidusia dan Hak Tanggungan) adalah lebih tinggi 
daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya 
(Pasal 1134 ayat [2] KUH Perdata), sedangkan Pasal 1137 KUH Perdata menentukan bahwa hak 
dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oelh pemerintah untuk 
didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, 
diatur dalam berbagai undang-undang khsus yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama 
mengenai peraturan-peraturan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan 
mendapat hak untuk memungut bea. 
4 Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
5 Pasal 1149 ayat (4) KUH Perdata. 
6 Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
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5. Kreditor konkuren, Kreditor golongan ini adalah Kreditor yang tidak 
termasuk di dalam Kreditor separatis dan tidak termasuk Kreditor preferen 
khusus maupun umum.9 
 
C. HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA 
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara 
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini 
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 
6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha. Kedudukan buruh dan majikan atau antara 
pengusaha dengan pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan 
pembeli. Antara penjual dengan pembeli sama kedudukannya. Antara 
keduanya mempunyai kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidak 
adanya perjanjian. Kedudukan antara pengusaha dengan pekerja adalah tidak 
sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial 
ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.10 
Pada hakikatnya kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan 
ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, 
                                                                                                                                                               
7 Pasal 1139 KUH Perdata. 
8 Pasal 1149 KUH Perdata. 
9 Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUH Perdata. 
10 Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 6. 
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secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak 
sama (terutama yang unskilllabaur). 
Buruh dipandang sebagai objek. Buruh dianggap sebagai faktor 
ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan 
pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan 
faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur 
konstitutif yang menjadikan perusahaan. 
Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan 
tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi 
manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui 
norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka 
perlindungan pekerja ini akan mencakup:11 
1. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang 
bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses 
pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara 
melakukan pekerjaan. 
2. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang 
meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, 
dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga 
kerja yang sakit. 
Mengatur persedian tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene 
kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, 
                                                          
11 Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok –pokok perburuhan, cet I, 
(Bandung: Armico), hlm. 43-44. 
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baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat 
kesehatan bagi perumahan pekerja. 
3. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang 
bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja 
wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing 
yang diakui oleh pemrintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan 
sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja menjamin daya 
guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan 
martabat manusia dan moral. 
4. Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita 
penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan 
rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli 
warisnya berhak mendapat ganti rugi.12 
Apabila perusahaan pailit maka pekerja yang bekerja pada debitor 
dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat 
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan 
atau ketentuan perundang-undangan yang beraku, dengan pengertian bahwa 
hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 
(empat lima) hari sebelumnya.13 
Akan tetapi ketentuan tersebut tidak harmonis (sesuai) dengan 
ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep 
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari 
                                                          
12 Ibid. 
13 Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 
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tidakkomprehensif konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak membedakan 
PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh.14 
Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut memliki 
konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa 
prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh.15 
Ketentuan pemutusan hubungan kerja yang ada didalam Undang-
undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU belum 
sekomprehensif seperti ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan yang mana sudah jelas dijelaskan pemutusan 
hubungan bisa dikarenakan oleh beberapa sebab:16 
1. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. 
Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha merupakan jenis 
pemutusan hubungan kerja yang kerap kali terjadi, hal ini disebabkan: 
a. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau 
pengurangan jumlah pekerja. 
b. Pekerja telah melakukan kesalahan baik kesalahan yang melanggar 
ketetentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian 
kerja atau perjanjian kerja bersama (kesalahan ringan), maupun 
kesalahan pidana (kesalahan berat). 
c. Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan 
kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan 
                                                          
14 M. Hadi Shubhan, 2012, Hukum Kepailitan, Prinsip…hlm. 169.  
15 Ibid., hlm. 171. 
16 Zaeni Asyhdie, 2007, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 
Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 180. 
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hubungan kerja. Dalam hal yang demikian, pekerja berhak atas uang 
pesangon sebesar satu kali. Sebaliknya, jika karena perubahan status, 
penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak 
bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka pekerja berhak atas 
uang pesangon sebesar dua kali. 
d. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus 
selama dua tahun sehingga perusahaan terpaksa harus tutup atau 
keadaan memaksa (force majeur), pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja dengan ketentuan pekerja berhak atas uang 
pesangon satu kali. Kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan 
laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 
publik. 
e. Karena rasionalisasi pengusaha juga, dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan bermaksud hendak 
melakukan efisiensi. Untuk itu, kepada pekerja yang diputuskan 
hubungan kerjanya berhak atas uang pesangon sebesar dua kali. Dalam 
hal rasionalisasi ini, pekerja yang akan diputuskan hubungan kerjanya 
harus diperhatikan: (a) masa kerjanya, (b) loyalitasnya, dan (c) jumlah 
tanggungan keluarganya. 
f. Pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja berhak atas 
uang pesangon sebesar satu kali. 
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g. Pekerja yang mangkir selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut 
tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah 
dan telah dipanggil oelh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis 
dapat diputus hubungan kerjanya karena dikukalifikasikan 
mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus 
diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja tidak masuk kerja. 
Pemutusan hubungan kerja dengan alas an pekerja mangkir maka 
pekerja berhak menerima uang penggantian hak namun dapat 
diberikan uang pisah yang bersarnya dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau pejanjian kerja bersama. 
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 
dan uang penggantian hak yang sebesarnya dierima. Komponen upah yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan 
masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang 
tertunda, terdiri atas: (a) ipah pokok, (b) segala macam bentuk tunjangan 
yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya. 
Berkaitan dengan komponen upah/penghasilan yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 
dan uang pengganti hak dalam pengahasilan pekerja: (a) dibayarkan atas 
dasar perhitungan sehari, (b) dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 
hasil, potongan/borongan atau komisi maka penghasilan sehari adalah 
sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama dua belas bulan terakhir 
49 
 
dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum 
provinsi atau kabupaten/kota, (c) tergantung pada keadaan cuaca dan 
upahnya didasarkan pada upah borongan, perhitungan upah sebulan 
dihitung dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir. 
2. Pemutusan hubungan kerja atas keinginan Pekerja. 
a. Meskipun dalam praktek pemutusan hubungan kerja oleh pekerja 
sangat jarang dimungkinkan. Pekerja dapat mengajukan permohonan 
pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial 
dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan diantaranya: 
1) menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja. 
2) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
3) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan 
selama berturut-turut atau lebih. 
4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. 
5) Memerintahkan pekerja untuk melaksankan pekerjaan di luar yang 
diperjanjikan, atau 
6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, 
kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut 
tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan-alasan tersebut pekerja berhak mendapatkan 
uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, 
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dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang sudah 
diuraikan. 
b. Pekerja mengundurkan diri, maksudnya pekerja yang mengundurkan 
diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang penggantian hak. 
Sementara itu, bagi pekerja yang mengundurkan diri atas keamauan 
sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingann 
pengusaha secara langsung, selain menerima uang pengganti hak juga 
diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
Pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat: 
1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 
selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum tanggal mulai 
pengunduran diri. 
2) Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan 
3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran 
diri. 
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas 
kemauan sendiri dilakukan tanpa mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial. 
3. Pemutusan hubungan kerja karena hukum. 
Pemutusan hubungan kerja demi hukum dapat terjadi dalam hal 
berikut: 
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a. Habisnya hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem/perjanjian 
kerja waktu tertentu. Hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem 
perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan dengan cara apabila 
seseorang pekerja yang telah ditwaerima oleh pengusaha sebagai 
karyawan dengan status pekerja kontrak dengan jangka waktu tertentu 
dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua 
belah pihak. Bila waktunya habis dan tidak diadakan perpanjangan 
maka demi hokum perjanjian kerja berakhir, dan masing-masing pihak 
tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan/diberikan pada mereka. 
b. Pekerja meninggal dunia dapat membuat hubungan kerja berakhir, 
kepada ahli warisnyadiberikan uang sejumlah uang yang besar 
perhitungannya sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon 
sesuai ketentuan yang diuraikan di atas. 
c. Pemutusan hubungan kerja karena pensiun, maksudnya pengusaha 
dapat melakukan peutusan hubungan kerja terhadap pekrja karena 
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan 
pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh 
pengusaha maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon. 
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, 
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja uang pesangon sebesar 
dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan. 
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d. Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacar 
akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah 
melampui batas dua belas bulan dapat mengajukan pemutusan 
hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan, uang 
penghargaan masa kerja dua kali ketentuan, dan uang penggantian hak 
satu kali ketentuan. 
4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. 
Pemutusan kerja oleh pengadilan maksudnya bukanlah oleh 
Pengadilan Hubungan Industrial tetapii oleh Pengadilan Negeri. 
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja melalui 
Pengadilan Negeri dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat 
seperti pencurian, pembunuhan, penggelapan, melakukan perbuatan 
asusila, penganiayaan, dan lain sebagainya. Pekerja yang telah diputus 
hubungan kerjanya karena telah melakukan kesalahan berat hanya dapat 
memperoleh uang penggantian hak. Dalam hal pekrja ditahan pihak yang 
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan 
pengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib 
memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi 
tanggungannya dengan ketentuan: (a) untuk satu orang tanggungan dua 
puluh lima perseratus dari upah, (b) untuk dua orang tanggungan tiga 
puluh lima perseratus dari upah, (c) untuk tiga orang tanggungan empat 
puluh lima perseratus dari upah, dan untuk empat orang tanggungan atau 
lebih lima puluh perseratus dari upah. Disamping karena kesalahan berat, 
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pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena 
kesalahan ringan seperti melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama. Pelanggaran-pelanggaran ringan yang biasanya dilakukan 
pekerja adalah indisipliner. Dalam hal pekerja melakukan kesalahan ringan 
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja 
yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga 
secara berturut-turut dengan selang jangka waktu enam bulan, kecuali 
ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan telah melakukan kesalahan ringan berhak memperoleh 
uang pesangon sebesar satu kali, dan uang penggantian hak. 
Mengenai PHK karena hukum pengusaha tidak perlu mendapatkan 
penetapan PHK dari lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai 
berikut: 
a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis. 
b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara 
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya 
tekanan/intimidasi dari pengusaha,  berakhirnya hubungan kerja sesuai 
dengan perjanjian kerja waktu terterntu untuk pertama kali. 
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c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, atau 
peraturan perundang-undangan; atau 
d. Pekerja/buruh meninggal dunia.17 
Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan atas permintaan 
majikan tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang 
berwenang dalam hal ini adalah P4D   (Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian perselisihan 
Perburuhan Pusat), demikian juga halnya dengan pemutusan hubungan 
kerja yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan untuk kepentingan 
majikan yang dinyatakan pailit.18 
Mengenai perusahaan yang mengalami pailit maka pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang 
bekerja dengen debitor pailit. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: 
 “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak 
atas uang pesangon sebesar 1 (satu ) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3).”19 
 
 
 
                                                          
17 Pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
18 Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Granfindo Persada), hlm. 188. 
19 Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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D. HAK TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN 
PAILIT MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN 
Bila mana terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima.20 
1. Uang Pesangon 
Uang pesangon merupakan pemabayaran dalam bentuk uang dari 
pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai akibat adanya PHK yang 
jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh/pekerja yang 
bersangkutan.21 Perhitungan uang pesangon diatur dalam Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: 
a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah. 
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 
(dua) bulan upah. 
c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 
(tiga) bulan upah. 
d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 
4 (empat) bulan upah. 
e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) 
tahun, 5 (lima) bulan upah. 
                                                          
20 Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
21 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia…hlm. 189. 
56 
 
f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam), 6 
(enam) bulan upah. 
g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) 
tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 
h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) 
tahun, 8 (delapan) bulan upah. 
i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.22 
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 
Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 
2 (dua) bulan upah. 
b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) 
tahun, 3 (tiga) bulan upah. 
c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua 
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah. 
d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima 
belas) tahun, 5 (lima) bulan upah. 
e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 
(delapan belas) 
tahun, 6 (enam) bulan upah. 
                                                          
22 Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 
g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah. 
h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan 
upah.23 
3. Uang Pengganti Hak 
Perhitungan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh 
buruh/pekerja meliputi: 
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke 
tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja. 
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 
15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang 
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. 
d.  hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.24 
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang 
seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: 
 
 
                                                          
23 Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
24 Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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a. Uang pokok. 
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan 
kepada pekerja/buruh dan keluarganya. termasuk harga pembelian dari 
catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang 
apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai 
upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus 
dibayar oleh pekerja/buruh.25 
Dalam hal penghasilan pekerja/buruh yang dibayarkan atas dasar 
perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali 
penghasilan sehari.26 Sedangkan untuk upah pekerja/buruh dibayarkan atas 
dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka 
penghasila sehari adalah sama dengan pendapatan rat-rata per hari selama 
12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 
ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.27 Bagi pekerjaan 
yang tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah 
bororngan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 
(dua belas) bulan terakhir.28 
 
 
 
 
                                                          
25 Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
26 Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
27 Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
28 Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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E. KASUS-KASUS KEPAILITAN YANG MERUGIKAN TENAGA 
KERJA DI INDONESIA 
1. Kasus Pailit PT. Metro Batavia (Batavia Air) 
Pailitnya Batavia Air bermula dari permohonan gugatan pailit 
perusahaan sewa pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC) 
kepada salah satu maskapai penerbangan di Indonesia itu, tercatat dengan 
register No. 77/pailit/2012/PN. NIAGA JKT.PST pada tanggal 22 
Desember 2012. Diketahui bahwa pihak Batavia Air mempunyai utang 
sebesar 4,69 juta dolar AS yang berasal dari perjanjian sewa-menyewa 
pesawat dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2012. Perjanjian 
tersebut dibuat pada Desember 2009 dan berlaku hingga Desember 2015. 
Selain itu diketahui Batavia air memepunyai tagihan utang lain kepada 
Sierra Leasing Limited yang juga berasal dari perjanjian sewa-menyewa 
pesawat. Utang tersebut jatuh tempo pada 13 Desember 2012 sebesar 4,94 
juta dollar AS.29 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
akhirnya memutuskan pailit Batavia Air dalam putusannya No. 
77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Januari 2013.30 Selain 
mempunyai utang dengan dua kreditor diatas Batavia Air juga mempunyai 
utang kepada para karyawannya berupa uang pesangon dan sisa kontrak 
mantan karyawannya sebesar Rp. 14.106.384.686 yang telah ditetapkan 
dalam surat keputusan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota 
                                                          
29 www.instan.org/index.php/in/ruang-berita/nasional/4904-pengadilan-niaga-pailitkan-
batavia-air. diakses tanggal 25 Desember 2013. 
30 Hubud.dephub.go.id/?/news/detail/1938. Diakses tanggal 25 Desember 2013. 
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Tangerang tertanggal 8 Maret 2013.31 Batavia juga punya tagihan utang 
pajak sebesar Rp. 369,213 miliar menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Madya Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), sanksi 
admistrasi, dan tagihan pajak 2010. Namun setelah memalui verifikasi, 
hanya Rp. 46,2 miliar yang diakui kurator sebagai hak KPP, karena 
tagihan pajak tahun 2010 sama sekali tidak diakui.32 Namun pihak 
Direktoral Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan pengajuan kasasi soal 
tagihan pajak tahun 2010 sebesar Rp. 323 miliar. Kasasi diajukan oleh 
Kantor Pajak Madya Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara No.25 
kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo 02/Renvoy Prosedure/2013/PN. 
Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 77/Pailit/2012/PN.JktPusat. 
Hal tersebutlah yang membuat khawatir oleh para mantan 
karyawan Batavia Air yang belum mendapatkan hak-haknya, karena jika 
kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung maka nasib 3000 
karyawan yang belum mendapatkan hak-haknya terancam. Hal ini didasari 
bahwa aset Batavia Air berupa uang tunai yang dipegang kurator hanya 
mencapai Rp. 1 miliar, sementara tagihan utang Batavia Air yang masuk 
ke kurator sedah mencapai Rp. 1,7 Triliun.33  Walaupun tenaga kerja 
dilindungi dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 
menyatakan dalam Pasal 95 ayat (4) bahwa tenaga kerja mempunyai hak 
                                                          
31 id.berita.yahoo.com/batavia-air-diminta-pesangon-karyawan-rp-14-053334655.html. 
Diakses tanggal 25 Desember 2013. 
32 www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-pajak-
sebagai-kreditor-kepailitan. diakses tanggal 25 Desember 2013. 
33 Nasional.kontan.co.id/news/eks-buruh-batavia-air-tutup-jl-kh-mas-mansur. Diakses 
tanggal 25 Desember 2013. 
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istimewa untuk didahulukan belum terjamin memperoleh hak-haknya dari 
pekerjaan yang telah mereka kerjakan, karena utang tagihan pajak juga 
mempunyai hak istimewa yang termuat dalam Pasal 21 UU KUP yang 
menyebutkan hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi hak 
mendahului lainnya.  
2. Kasus Pailit PT. Great River International Tbk. 
Adalah perusahaan garmen raksasa yang cukup terpandang. 
Sejumlah pemilik merek pakaian ternama dunia pun tak segan-segan untuk 
memberikan hak kepada gergasi itu untuk memproduksi barang dagangan 
mereka. Arrow, Triump, Lee, dan Kenzo adalah beberapa nama dagang 
yang memberikan kepercayaan ke perusahaan itu.  
Kasus ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh pekerja 
Great River International (GRI) ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat 
usaha ini ditempuh untuk mengamankan aset-aset perusahaan yang 
ditinggal kabur oleh Direktur Utama perusahaan itu dan sudah dinyatakan 
buron oleh Kejaksaan Agung sejak Mei 2006. Nasib para pekerja sudah 
tak jelas karena perusahaan sudah berhenti berproduksi dan upah pekerja 
tidak dibayarkan sejak tahun juli 2006. Selain mempunyai tanggungan 
utang kepada para mantan karyawannya sebanyak 3220 orang yang 
mencapai Rp. 73,508 miliar dan telah mendapatkan penetapan dari 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung No. 
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107/G/2007/PHI.BDG tertanggal 13 Agustus 2007.34 PT Great River 
International juga mempunyai utang kepada CV Duta Gemilang sebesar 
Rp 3.154.000, sementara kepada Jamsostek utang Great River 
International mencapai Rp 32.577.170,96.35 Akhirnya Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh para 
mantan pekerja PT. Great River International Tbk terhadap perusahaan itu, 
dalam putusannya No.62/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST,  
“menyatakan PT Great River River International Tbk pailit dengan 
segala akibat hukumnya” ujar Enrid Hasanuddin, Ketua Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 
 
Jalur tersebut harus ditempuh oleh para karyawan PT. Great River 
International karena mereka khawatir tidak mendapatkan hak-haknya 
karena kreditor perusahaan melelang aset-aset perusahaan PT. GHI seperti 
yang dilakukan oleh Bank Mega yang merupakan kreditor perusahaan PT. 
GHI, Bank Mega melelang salah satu aset Great River International berupa 
pabrik di cibinong dengan harga bukaan sekitar 47 miliar dan 
pemenangnya adalah PT Samudra Biru, seperti yang di ungkapkan salah 
seorang pekerja Great River International, bahwa : 
“Harapan para karyawan untuk bekerja kembali dan mendapatkan 
hak-hak mereka bisa jadi kian sulit, kreditor perusahaan sudah 
menempuh upaya hukum. Bahan Bank Mega, sudah melelang 
salah satu aset perusahaan berupa pabrik di Cibinong dengan harga 
bukaan 47 miliar. Aset perusahaan sudah lelang, dan pemenangnya 
adalah PT Samudra Biru pada 31 Mei lalu, jelas Hendri Dunan, 
                                                          
34 Finance.detik.com/read/2010/09/21/160352/1444909/6/great-river-diputus-pailit. 
Diakses tanggal 26 Desember 2013. 
35 www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c98785179df6/great-river-internatioanal-tbk-
dinyatakan-pailit. diakses tanggal 26 Desember 2013. 
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salah seorang pekerja Great River yang mendengar langsung 
informasi lelang dari PN Cibinong.”36 
 
Hal tersebutlah yang menjadi sorotan bagi dunia ketenagakerjaan 
di Indonesia dimana pekerja belum merasa terjamin hak-haknya apabila 
perusahaan mengalami pailit, walaupun sudah ada UU No.13 Tahun 2003 
Tentang Ketengakerjaan yang menyatakan bahwa:  
“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasrkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-
hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 
pembayarannya.”37  
 
Dalam penjelasan ayat (4) menyatakan bahwa: 
 
“Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah 
pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.”  
 
3. Kasus Pailit PT. Adam Skyconnection Airlines 
Permohonan pailit terhadap PT. Adam Skyconnection Airlines 
(Adam Air) diajukan oleh beberapa kreditornya karena danya 
kekhawatiran para kreditor atas kemampauan Adam Air dalam 
melaksanakan pengembalian utangnya, sehubungan dengan kinerjanya 
yang terus memburuk dan terjadinya peristiwa-peristiwa kritis diantaranya 
peristiwa jatuhnya pesawat Adam Air Boeing 737-400 di perairan Majene, 
Sulawesi Barat yang menyebabkan tewasnya seluruh penumpang pesawat 
tersebut pada tanggal 1 Januari 2007, dan peristiwa tersebut menyebabkan 
dicabutnya ijin terbang berdasarkan surat nomor 
AU/1724/DSKU/0862/2008 yang dikeluarkan oleh Departemen 
                                                          
36 www.hukumonline.com/berita/baca/hol16924/hak-pekerja-untuk-didahulukan-dalam-
perkara-kepailitan. diakses tanggal 26 Desember 2013. 
37 Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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Perhubungan, Adam Air tidak lagi diizinkan untuk menerbangkan 
pesawatnya, terhitung sejak pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008.38 
Pemohon diwakili oleh CV. Cici qq yang merupakan salah satu 
rekanan termohon Adam Air, yaitu menyediakan jasa berupa mobil 
operasional untuk antar jemput awak pesawat Adam Air, tagihan utangnya 
mencapai Rp. 29.375.000. selain itu Adam Air juga mempunyai kreditor 
lain yaitu Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. 
Mafati Indonesia, Toko Bintang Warin Warna, dan Toko Vijaya Motor. 
serta utang kepada para karyawannya yang mencapai Rp. 10,3 miliar per 
bulan yang merupakan gaji bulan april-juni belum dibayar dan uang 
pesangon 2 kali gaji sebesar Rp. 80 miliar untuk 2.999 karyawan Adam 
Air.39 Hakim makassau selaku ketua majelis hakim yang menangani 
perkara tersebut di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat akhirnya 
memutuskan pailit Adam Air dalam putusan Nomor : 
26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST yang menyatakan bahwa “PT 
Adam Skyconnection Airlines pailit dengan segala akibat hukumnya.”40 
Dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pekerja/buruh selalu 
menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa mengeksekusi aset-aset 
perusahaan sendiri seperti kreditor yang mempunyai hak tanggungan 
seperti tidak pernah terjadi kepailitan, hal ini didasari pada Pasal 55 ayat 
                                                          
38 Indonesiabelajar.blogspot.com/2011/11/analisis-hukum-terhadap-putusan-pailit-html. 
Diakses tanggal 26 Desember 2013. 
39 Ekonomi.inilah.com/read/detail/32515/URLTEENAGE#.UrwIHM7fRkQ, diakses 
tanggal 26 Desember 2013. 
40 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19447&cl=berita, diakses tanggal 26 
Desember 2013. 
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(1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang yang berbunyi: 
“Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setap kreditor pemegang 
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah 
tidak terjadi kepailitan.”  
 
Sedangkan pekerja/buruh harus menunggu penjualan aset 
perusahaan yang dilakukan oleh kurator yang ditunjuk Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga pada PN yang berwenang mengadili perkara tersebut, 
hal inilah yang buat pekerja/buruh merasa tidak mendapatkan keadilan dan 
khawatir apabila aset-aset perusahaan sudah dilelang oleh kreditor 
perusahaan lain yang mengakibatkan hak-hak pekerja/buruh terancam 
tidak bisa dipenuhi.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menguraikan masalah-masalah di dalam 
pembahasan ini, serta pemberian penjelasan dan analisa maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
telah memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja apabila 
majikan/debitor pailit mengalami kepailitan, yang terdiri dari upah 
pokok dan pesangon seperti yang diatur dalam Pasal 165 ayat (2) dan 
(3), untuk di dahulukan karena tenaga kerja mempunyai hak privilege 
seperti yang termuat dalam pasal 95 ayat (4). 
2. Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah mengistimewakan hak-
hak tenaga kerja di atas kreditor lain dan mengedepankan asas-asas 
keadilan dan kepentingan umum sehingga tercapai lima hak dasar (al-
daruriyyat al-khams) para pekerja. 
 
B. Saran  
Sebagai saran dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin 
mengemukakan beberapa saran atau himbauan kepada pihak-pihak yang 
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berkaitan dengan hak pekerja dalam proses kepailitan, adapun saran 
tersebut sebagai berikut: 
1. Perlu merevisi terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan  terutama di pasal 95 ayat (4) yang berkaitan dengan 
pemenuhan hak-hak pekerja yang wajib didahulukan agar lebih jelas 
dalam melindungi hak tenaga kerja untuk didahulukan dari pada 
kreditor lainnya. 
2. Demi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia yang lebih baik maka 
pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan konkret untuk 
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau 
buruh dalam hal terjadi kepailitan. 
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